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ANALISIS AKAD IJA<RAH  PADA JASA BAJAK SAWAH 
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(Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten  

Banjarnegara) 

 

ABSTRAK 

FARIDA ISNAENI 

NIM. 1917301013 

 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum  

Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

Hubungan manusia dalam usaha merealisasikan keinginan dan kebutuhan 

dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran agama disebut dengan muamalah. Akad 

yang paling sering timbul salah satunya akad ija>rah berupa penyewaan mesin traktor 

untuk membajak sawah dan juga penyewaan jasa membajak sawah. Pada saat awal 

sudah dilakukan kesepakatan mengenai sitem pembayaran yang disanggupi oleh 

musta>jir secara tunai pada saat sawah selesai dibajak. Namun, pada praktik nyatanya 

banyak pihak musta>jir yang tidak membayar secara langsung upah yang harus 

dibayarkan. Penelitian ini akan menganalisis praktik sewa-menyewa dalam proses 

bajak sawah terkhusus yang dalam praktiknya menggunakan akad ija>rah yang terdapat 

di Desa Pakikiran. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari 

informasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi dengan teknik 

pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, interview dan dokumentasi. 

Sumber data primer yang digunakan berupa responden dari pihak pemberi jasa, 

pemilik traktor dan para petani yang yang pernah melakukan akad ija>rah pada jasa 

bajak sawah di Desa Pakikiran. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis 

analisis data deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah 

di Desa Pakikiran, untuk menyewanya cukup melakukan akad dengan pihak pemberi 

jasa secara lisan dan akad ini tidak harus dilakukan dirumah para pihak tetapi juga 

dapat dilakukan saat para pihak bertemu disawah. Penentuan upah didasarkan pada 

luas lahan yang dibajak. Untuk pembayaran upah yang disepakati diberikan pada saat 

lahan telah selesai dibajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat kecacatan 

karena para petani sebagai pihak penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk 

membayar pada saat sawah selesai dibajak. Praktik akad ija>rah pada penyewaan jasa 

bajak sawah di Desa Pakikiran sah menurut hukum Islam, meski masih terdapat 

kecacatan pada sistem pengupahan. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017 praktik ini masih belum memenuhi ketentuan terkait kemampuan pihak 

penyewa untuk memberikan biaya sewa sesuai waktu yang disepakati. 

 

Kata Kunci:  Akad Ija>rah, Sewa Menyewa, Bajak Sawah, Hukum Islam
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MOTTO 

هى ۦ     وَمَن كَفَرَ فإَىنَ ٱللََّ   غَنِىٌّ حَىَيد     وَمَن يَشْكُرْ فإَىنََّاَ يَشْكُرُ لىنَ فْسى
 ۚ ىَ   نَ  ٱلْىْكْمَةَ   أَنى  ٱ شْكُرْ   للّى نَا لقُْمََٰ  وَلقََدْ ءَاتَ ي ْ

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah 

kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya 

ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" 

(Q.S. Luqman : 12) 

“Tidak harus memiliki segalanya, yang harus itu mensyukuri segala yang ada”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal| Z| Ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sa{d S{ Es (dengan titik di bawah) ص

 Da{d D{ De (dengan titik di ض 

bawah) 

 Ta{ T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za{ Z{ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah _’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 ذىمَة  
Ditulis Z|immah 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis Ija>rah اىجَارةَُ 

 

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya. 

D. Vokal Pendek 

 ـَ 
Fathah Ditulis A 

 ـِ 
Kasrah Ditulis I 

 ـُ 
D{amah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1. D{amah + wawu mati Ditulis u> 

 Ditulis al-Maus{u>fah الَمَوْصُوْفةَُُ 

2. Fathah + alif Ditulis a> 

 Ditulis Musta>jir مُسْتاَجِرُْ 
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis i> 

 
يْْ     Ditulis Aji>r أَجى
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F. Vokal Rangkap 

 Ditulis al-Maus{u>fah الَمَوْصُوْفةَُُ

 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-‘Amal الْعَمَلْ 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya 

دىيْق   Ditulis Ash-S{hiddiq الص ى
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang komprehensif, bagian dari kehidupan 

penganutnya sudah diajarkan menyeluruh mulai dari masalah ibadah, akhlak, 

hukum sosial, hukum pidana, termasuk juga masalah dikehidupan sehari-hari.1 

Dalam Islam, tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara makhluk dengan 

tuhannya melainkan mengatur juga hubungan antar sesama makhluk serta makhluk 

dengan dirinya sendiri.2 Hal tersebut merupakan bukti dari kesempurnaan agama 

Islam, sebagaimana firman Allah SWT: 

سَ الَذىيْنَ كَفَرُوْا مىنْ دىينْىكُمْ فَلََ تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنىِۗ الَْيَ وْمَ اكَْمَلْتُ لَكُمْ دىيْ نَكُ  مْ وَاتَْْمَْتُ الَْيَ وْمَ يىَِٕ
ْ وَ  سْلََمَ دىيْ نًاِۗ فَمَنى عَلَيْكُمْ نىعْمَتِى يْتُ لَكُمُ الْْى َ رَضى  فاَىنَ اللّ َٰ

ْ مََْمَصَةٍ غَيَْ مُتَجَانىفٍ لْ ىىثٍٍْۙ  اضْطرَُ فِى
يْم  3  غَفُوْر  رَحى

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah 

kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan 

telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai 

agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin 

berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.4 

 

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam hidup dan 

kesehariannya memerlukan orang lain. Dari rasa memerlukan dan membutuhkan 

satu sama lain maka muncul sebuah interaksi yang menimbulkan hak dan 

 
1 Syaikhu, et.al, Fikih Muamalah (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 1. 
2 Azharsyah Ibrahim, et.al, Pengantar Ekonoi Islam (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan 

Syariah – Bank Indonesia, 2021), hlm. 3. 
3 Q.S al-Maidah (5): 3. 
4 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Kemenag, 2019), 

hlm. 107. 
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kewajiban bagi masing-masing pihak. Interaksi yang dibentuk untuk saling 

menguntungkan dan meminimalisir adanya kerugian di salah satu pihak. Interaksi 

yang dibangun ditujukan untuk dapat menanggapi kebutuhan dan keperluan yang 

individu itu tidak dapat memenuhinya sendiri. Interaksi ini bisa dalam urusan 

sosial, ekonomi maupun dalam urusan ibadah. Dalam proses untuk dapat 

memenuhi kebutuhan, Islam memerintahkan untuk dilakukannya kerjasama serta 

saling tolong-menolong diantara manusia. Sebagaimana termuat dalam al-Qur’an 

Surat al-Maidah ayat 2, sebagaimana berikut: 

َ شَدىيْدُ الْعىقَابى   اىنَ اللّ َٰ
ِۚۗ   َ    وَلَْ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْْىثىْ وَالْعُدْوَانى     وَاتَ قُوا اللّ َٰ

 ۚ  وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبى ى وَالتَ قْوَٰى
Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-

Nya.5 

 

Hubungan manusia dalam usaha merealisasikan keinginan dan kebutuhan 

dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran agama disebut dengan muamalah. 

Muamalah menurut Bahasa bersumber dari bahasa Arab yaitu kata -يعامل -عامل ُُُُُ
 mengandung makna المعاملَة memiliki arti kepentingan.6 Sedangkan kata معاملة  

hukum syar’i yang didalamnya mengatur mengenai interaksi antar individu. 

Muamalah menurut istilah diartikan sebagai hukum-hukum yang membahas 

mengenai interpersonal antar individu manusia. Menurut ulama syafi’iyah, 

muamalah merupakan aturan hukum yang didalamnya membahas mengenai 

 
5 Tim Penterjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 107. 
6 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7. 
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jalinan antara manusia dan alam dalam rangka untuk memperoleh dan memenuhi 

kebutuhan hidup.7 

Permasalah muamalah telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam 

praktiknya tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.8 Untuk 

meminimalisir terjadinya kerugian maka hukum Islam telah mengatur mengenai 

prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika menunaikan akad muamalah antara lain 

yaitu prinsip ibadah, prinsip kejujuran atau amanah, prinsip bahwa perjanjian yang 

disepakati bersama sifatnya mengikat, prinsip kebebasan berkontrak serta prinsip 

keadilan.9 

Terdapat beberapa kegiatan yang termasuk kedalam kelompok muamalah 

antara lain utang-piutang, pinjam-meminjam, jual, beli, serikat kerja, upah kerja, 

sewa-menyewa, gadai, jaminan, tanggungan dan lain sebagainya.10 Praktik 

muamalah yang sering terjadi di masyarakat selain jual beli dan utang-piutang juga 

sering terjadi praktik ija>rah atau sewa-menyewa. Praktik ija>rah atau sewa menyewa 

sudah banyak ditemui di lingkungan masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.  

Secara bahasa Ija>rah memiliki arti upah, jasa atau imbalan, sewa.11 

Berdasarkan pendapat syara, ija>rah memiliki arti yaitu “aktifitas akad untuk 

mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar 

sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”. 

 
7 Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5. 
8 Syaikhu, et.al, Fikih Muamalah, hlm. 5. 
9 Sa’adah Yuliana, et.al, Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah 

(Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 13. 
10 Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, hlm. 11. 
11 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek) 

(Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49. 



4 

 

 

Sedangkan arti ija>rah secara terminologi oleh para ulama fiqih berbeda. Ija>rah  

dalam pandangan ulama mazhab Hanafiyah adalah “Akad atas suatu kemanfaatan 

dengan pengganti”. Ulama mazhab Syafi’iyah menerangkan ija>rah sebagai “akad 

atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta 

menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”. Sedangkan ulama 

mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah sependapat mengenai makna ija>rah 

adalah “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu 

dengan pengganti”.12 

Ija>rah juga dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017, ija>rah merupakan akad sewa antara pihak yang memberikan sewa 

dengan pihak penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk 

mengalihkan manfaat baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari ija>rah tidak 

sebatas barang tetapi juga berupa jasa. Dalam kehidupan nyatanya ada orang yang 

memiliki uang tetapi tidak memiliki barang dan waktu, ada yang memiliki barang 

tetapi tidak memiliki waktu, ada juga yang memiliki waktu tetapi tidak memiliki 

uang dan barang, maka dari itu dalam ija>rah terdapat tiga posisi yaitu musta>jir, 

mu’jir dan aji>r. Ketiganya di jelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017. Pertama, mu’jir adalah “pihak yang menyewakan barang, baik 

mu’jir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Yang kedua, musta>jir adalah 

“pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad ija>rah ‘ala> 

al-a’yan atau penerima jasa dalam akad ija>rah ‘ala> al-a’mal , baik musta>jir berupa 

 
12 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah kontemporer, hlm. 193. 
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orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun 

tidak berbadan hukum”. Dan yang terakhir, aji>r adalah “pihak yang memberikan 

jasa dalam akad ija>rah ‘ala> al-a’mal, baik aji>r berupa orang maupun yang 

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum”. 

Hukum dasar dari ija>rah adalah mubah atau diperbolehkan, selaras dengan 

kalam Allah SWT, surat al-Qas}as} ayat 26 sebagaimana berikut: 

 اى نَ خَيَْ مَنى  اسْتَأْجَرْتَ الْقَوىيُّ الْْمَىيُْ 
 ۚ رْهُ  بََتى اسْتَأْجى ىهُمَا يَٰٰا  قاَلَتْ اىحْدَٰ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, 

pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau 

pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”13 

 

 Akad ija>rah yang menjadi kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum 

baik dari tujuan akad itu sendiri maupun hak dan kewajiban bagi kedua belah 

pihak. Mu’jir berkewajiban menyerahkan barang atau manfaat atas barang tersebut 

dan berhak untuk mendapat upah. Aji>r berkewajiban memberikan jasa atau tenaga 

dan berhak mendapatkan upah atas jasa atau tenaga yang diberikan. Musta>jir 

berkewajiban memberikan upah dan berhak mendapatkan manfaat dari barang atau 

jasa yang disewa. 

Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagian 

besar adalah lahan sawah dan masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan tidak 

jarang banyak akad yang timbul dari kondisi tersebut. Akad yang paling sering 

timbul salah satunya akad sewa-menyewa (ija>rah) berupa penyewaan mesin traktor 

 
13  Tim Penterjemah al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 388. 
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untuk membajak sawah dan juga penyewaan jasa membajak sawah. Proses 

pembajakan sawah yang kini sudah beralih menggunakan teknologi berupa mesin 

traktor. Hal tersebut karena penggunaan traktor lebih efisien dan menghemat waktu 

pengerjaan. Masyarakat desa Pakikiran biasa menyebut proses pembajakan sawah 

dengan mesin traktor dengan proses nraktor. 

Namun tidak semua petani memiliki mesin traktor, sehingga banyak petani 

yang menyewa mesin traktor untuk membajak sawah mereka. Namun tidak hanya 

sampai disitu permasalahan yang muncul karena tidak semua petani memiliki 

waktu dan mampu untuk mengoperasikan atau menjalankan mesin traktor tersebut. 

Oleh karena itu selain menyewa mesin traktor para petani juga menyewa jasa untuk 

mengoperasikan traktor.  

Dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara ditemukan dimana pemilik lahan membuat akad dengan 

pihak pemberi jasa atau pembajak. Pemilik lahan menyewa jasa dari pembajak dan 

membebaskan dia untuk menggunakan traktor milik siapa saja. Pembuatan akad 

disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga dan sistem pembayaran. 

Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pembajak atau pemberi jasa akan mencari 

mesin traktor terlebih dahulu untuk setelahnya digunakan membajak sawah. Disini 

pembajak akan menyewa mesin traktor satu musim bajak dengan harga yang 

disepakati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Kasiran14 selaku pemberi 

jasa, bahwa selain pemberi jasa yang akan menyiapkan mesinnya pemilik lahan 

juga ikut menyiapkan lahan yang akan dibajak dengan merapihkan tepian sawah 

 
14 Kasir (Pemberi Jasa), Wawancara, Banjarnegara, 7 November 2022 
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atau biasa masyarakat Pakikiran menyebut kegiatan tersebut dengan mopok 

galengan.15 Sebelum dilakukan hal itu dilakukan terlebih dahulu yaitu 

membersihkan rumput yang ada di atas pembatas sawah atau galengan dengan cara 

dicangkul. 

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Kasiran selaku pemberi 

jasa sistem pembayaran traktor yang digunakan di Desa Pakikiran adalah 

pembayaran diakhir saat sudah selesai pembajakan dan tanpa adanya uang muka 

terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa traktor di Desa 

Pakikiran penentuan besaran upah yang harus dibayarkan oleh pihak musta>jir 

ditentukan dengan dasar luas lahan yang dibajak. Aji>r sesuai dengan kesepakatan 

dengan mu’jir memberi harga patokan setiap 50 ubin dengan harga Rp.130.000,00. 

Penentuan harga tersebut tidak dibedakan berdasarkan tekstur tanah, dengan kata 

lain apapun tekstur tanah baik yang mudah dibajak maupun yang keras dan sulit 

dibajak harganya tetap sama setiap 50 ubinnya.  

Pada saat awal sudah dilakukan kesepakatan mengenai sitem pembayaran 

yang disanggupi oleh musta>jir secara tunai pada saat sawah selesai dibajak. 

Namun, pada praktik nyatanya banyak pihak musta>jir yang tidak membayar secara 

langsung upah yang harus dibayarkan. Banyak yang menyicil, menangguhkan 

sampai batas waktu tertentu, namun sampai waktunya jatuh tempo belum mampu 

membayar. Pihak petani yang tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu 

dengan berbagai alasan antara lain karena uang tersebut akan digunakan terlebih 

 
15 Mopok galengan adalah aktifitas membuat pembatas sawah atau galengan dengan cara menutup 

pembatas sawah dengan tanah dari lahan sawah. 
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dahulu untuk modal menanam padi dan juga untuk perawatan awal. Hal tersebut 

tentu memunculkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Padahal 

dalam akad ija>rah terkandung prinsip keadilan dengan menghindari unsur kerugian 

bagi salah satu pihak.16 

Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis memiliki 

ketertarikan untuk membahas dalam sebuah penelitian yang mendalam terkait 

praktik sewa-menyewa dalam proses bajak sawah terkhusus yang dalam 

praktiknya menggunakan akad ija>rah yang terdapat di Desa Pakikiran. Dalam 

penelitian ini penulis mengangkat judul yaitu “Analisis Akad Ija>rah Pada Jasa 

Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Banjarnegara)” 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penyimpangan makna, 

kiranya perlu penulis jabarkan makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Akad Ija>rah  

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, ija>rah 

merupakan akad sewa antara pihak yang memberikan sewa dengan pihak 

penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk mengalihkan 

manfaat baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari ija>rah tidak sebatas 

barang tetapi juga berupa jasa. Terdapat pula dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa prinsip ija>rah  sebagai “transaksi 

 
16 Sa’adah Yuliana, et.al, Transaksi Ekonomi dan Bisnis, hlm. 13. 
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sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah ats suatu usaha jasa 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.17 

Praktik akad yang terjadi di Desa Pakikiran berupa akad sewa antara 

pihak pemilik lahan sawah selaku pihak penyewa dengan pihak pembajak 

selaku pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat atas jasa. Selain itu juga terjadi 

akad sewa antara pembajak selaku pemberi jasa dengan pemilik mesin traktor 

selaku pemilik barang sewa. 

2. Jasa Bajak Sawah 

Jasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perbuatan yang 

baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain atau perbutaan yang memberikan 

apa-apa yang diperlukan orang lain”.18 Kata bajak juga disebutkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “perkakas pertanian untuk 

menggemburkan dan membalikkan tanah”.19 Jadi jasa bajak sawah adalah 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menggemburkan lahan 

sawah milik orang lain yang pada akhirnya akan diberi upah atas perbuatan 

yang dilakukan. Jasa bajak sawah yang kini masih ada di Desa Pakikiran 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah jasa bajak sawah 

menggunakan mesin traktor. 

 

 

 
17 Tehuayo, Rosita, “Sewa Menyewa (Ija>rah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, Tahkim. Vol. XIV, 

no. 1, 2018, hlm. 86-94. 
18 Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 

620. 
19 Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 119. 
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3. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Inilah 

hukum yang diturunkan allah untuk kepentingan hamba-hamba-Nya di dunia 

dan di akhirat. Sumber hukum Islam yang digunakan disini berupa Fatwa DSN 

MUI.20 Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum 

mengandung arti undang-undang, peraturan, atau adat yang dianggap mengikat 

untuk mengatur hidup masyarakat pada suatu wilayah tertentu serta peristiwa 

tertentu. Makna sederhananya, hukum adalah seperangkat aturan atau norma 

yang mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat yang dibuat dengan 

cara tertentu dan secara resmi disetujui atau dikendalikan oleh otoritas. 

Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berserah diri 

kepada Allah, menyelamatkan dan menentramkan. Gabungan dari kedua kata 

tersebut yaitu hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau 

norma yang memandu perilaku orang-orang dimana sumbernya dari Allah 

SWT dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan beberapa sumber lain di era 

kontemporer saat ini.21 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana praktik akad ija>rah dan sistem ujrah pada jasa bajak sawah di Desa 

Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara? 

 
20 Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hlm. 

2. 
21 Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam”, Jurnal al-Maqasid, Vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 

107. 



11 

 

 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad ija>rah dan sistem ujrah 

pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian 

ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik ija>rah dan sistem ujrah pada jasa 

bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara. 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad ija>rah 

dan sistem ujrah pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 

2. Manfaat penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang 

bersifat teoritis dan praktis, antara lain: 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, sebagai upaya memperluas dan menambah wawasan 

serta pengetahuan mengenai praktik ija>rah pada jasa bajak sawah yang pada 

waktu kemudian dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan 

serta berguna sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti 
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Hasil dari penelitian ini sebagai salah satu penambah 

pengetahuan dan wawasan dalam bidang muamalah yang sesuai hukum 

Islam. Selain itu bermanfaat menambah pengalaman wawasan dalam 

bidang muamalah terkhusus bidang akad ija>rah yang sesuai hukum 

Islam. 

2) Bagi masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pemahaman kepada masyarakat khususnya diranah muamalah yang 

sesuai hukum Islam. Pemahaman dan informasi khususnya mengenai 

akad ija>rah sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalankan 

usahanya sesuai hukum Islam tanpa adanya penyelewengan.  

E. Kajian Pustaka 

Peneliti melakukan tinjauan pustaka sebelum melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk memeperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan pokok 

masalah. Untuk meghindari kesamaan, maka berikut ini peneliti ulaskan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

Petama, penelitian yang dilakukan oleh Laili Nur Amalia tahun 2015 yang 

berjudul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad ija>rah Pada Bisnis 

Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Jurnal ini 

membahas bagaimana praktik dan prosedur akad ija>rah pada jasa laundry dan serta 

bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akad ija>rah pad bisnis jasa 

laundry.  
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Dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa Praktek akad ija>rah pada 

Laundry Tia, Gama dan Jaya merupakan akad ija>rah ‘amal dimana pihak laundry 

menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan ujrah atau 

biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prosedur akad ija>rah 

pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, 

pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Penerapan akad ija>rah 

pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sah dan sesuai, 

hal ini dapat dilihat dari akad ija>rah yang dipraktekan pada bisnis jasa laundry sudah 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, 

bentuk kerja, waktu kerja dan ujrah yang sudah jelas serta jasa yang disewa 

merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih 

kurang memperhatikan dalam hal kesucian.22 

Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada model transaksinya yang 

sama-sama menggunakan akad ija>rah dan perbedaan dari kedua penelitian ini 

terletak pada objek akad. Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Laili Nur Amalia 

objek akadnya berupa jasa laundry sedangkan pada penelitian peneliti objek 

akadnya berupa jasa bajak sawah. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risa Mida Okta Viara tahun 2021 

yang berjudul Praktik Sewa Menyewa Delman dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi 

di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng). Skripsi ini membahas 

tentang bagaimana praktik penyewaan kuda delman di Kelurahan Way Kandis 

 
22 Amalia, Laili Nur, “Tinjauan Ekonomi Islam Tehadap Penerapan Akad Ija>rah Pada Bisnis Jasa 

Laundry” (studi kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar), Economic: Jurnal Ekonomi dan 

Hukum Islam, Vol. 5, no. 2, 2015, hlm. 166-189. 
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Kecamatan Tanjung Seneng dan bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap praktik 

penyewaan kuda delman di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad penyewaan kuda 

delman di Kelurahan Way Kandis tidak memenuhi rukun sewa menyewa yang telah 

ditetapkan dalam hukum Islam. Karena selama pelaksanaan sewa, perjanjian yang 

dibuat oleh pemilik delman dengan penyewa delman hanya terkait pembayaran 

uang sewa harian yang harus dibayar dan pembayaran pakan kuda, penyewa tidak 

mengetahui adanya penyitaan delman, jika penyewa selama 3 hari tidak membayar 

uang sewa, pemilik delman mengambilnya secara paksa, pemilik tidak hanya 

menyita delman, tetapi setelah mengambil delman dari penyewa, penyewa juga 

dipaksa untuk membayar sewa 3 hari saat kemarin penyewa tidak bisa menyetorkan 

uangnya kepada pemilik delman. Menurut hukum Islam, jika benda itu tidak 

membawa manfaat apa pun, penyewa tidak dipaksa untuk membayar sewa kepaada 

pemilik kuda, sehingga tidak memenuhi salah satu rukun, yaitu shighat (Ijab dan 

Qabul). Dalam perjanjian awal terdapat akad yang kurang jelas, maka menjadikan 

akad sewa menyewa tersebut batal dalam ketentuan hukum Islam.23 

Dari pengamatan yang peneliti lakukan terdapat persamaan pada akad yang 

digunakan yaitu akad akad ija>rah, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah pada objek akad. Objek akad pada 

penelitian ini adalah kuda delman sedangkan pada penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah jasa pembajakan sawah menggunakan mesin traktor.  

 
23 Risa Mida Okta Viara, “Praktik Sewa Menyewa Delman dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di 

Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”, Skripsi tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden 

Intan Lampung 2021), hlm. 54. 
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisol Amin tahun 2017 

yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum 

Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana praktek penyewaan jasa angkutan umum pick up di Kecamatan 

Kaliwungu Selatan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan 

konsumen Islam dalam praktek penyewaan jasa angkutan umum pick up di 

Kecamatan Kaliwungu Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek 

penyewaan jasa angkutan umum pick up memenuhi syarat dan rukun perjanjian 

ija>rah dan praktek penyewaan jasa angkutan umum tidak melanggar hukum syariat 

Islam sehingga termasuk dalam kategori maslahah mursalah.24 

Dari penelitian ini mengandung persamaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu membahas mengenai akad akad sewa menyewa jasa, sedangkan 

untuk perbedaannya yaitu objek jasa yang diteliti. Pada penelitian ini objek jasanya 

adalah jasa angkutan pick up sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai 

jasa bajak sawah. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ana Fira Mustaghfiroh tahun 2019 

yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad ija>rah Lahan 

Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Skripsi 

ini membahas tentang bagaimana praktik akad ija>rah terhadap tanah pertanian di 

Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad ija>rah tanah pertanian di Desa 

 
24 Muhammad Faisol Amin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum 

Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo 

Semarang 2017), hlm. 67. 
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Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Kesimpulan dari penelitian 

ini yaitu praktik tersebut dikatakan sah oleh masyarakat Desa Kalangsono. Namun  

jika dilihat dengan ketentuan hukum Islam, maka dalam perspektif hukum Islam 

terdapat beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi dalam praktik akad sewa 

tersebut, serta Dalam perspektif hukum Islam praktik akad ija>rah lahan pertanian di 

Desa Kalangsono hukumnya adalah makruh.25 

Dari hasil analisis peneliti terdapat persamaan dalam penelitian ini pada 

akad yang digunakan yaitu akad ija>rah sedangkan perbedaannya terletak pada objek 

akad. Pada penelitian ini objek sewanya adalah lahan pertanian dan untuk sistem 

pembayarannya setelah selesai panen dengan menggunakan buah panenannya. 

Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan objek sewanya berupa jasa bajak 

sawah dengan sistem pembayaran upah pada saat setelah selesai pengerjaan. 

Untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti menyajikan tabel yang 

menjabarkan mengenai nama penulis, judul, persamaan dan perbedaan dari 

penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan peneliti. 

 
25 Ana Fira Mustaghfioh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad ij𝑎̅rah Lahan Pertanian 

Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: 

UIN Walisongo Semarang 2019), hlm. 94. 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Laili Nur 

Amalia 

Tinjauan 

Ekonomi Islam 

Terhadap 

Penerapan Akad 

model 

transaksinya 

yang sama-sama 

Eka Sari Apriliana 

objek akadnya berupa 

jasa  laundry  sedangkan 

pada penelitian peneliti 
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ija>rah Pada 

Bisnis Jasa 

Laundry (Studi 

Kasus di Desa 

Kedungrejo 

Kecamatan 

Muncar). 

menggunakan 

akad ija>rah. 

objek akadnya berupa 

jasa bajak sawah. 

2. Risa Mida 

Okta Viara 

Praktik Sewa 

Menyewa 

Delman dalam 

Tinjauan 

Hukum Islam 

(Studi di 

Kelurahan Way 

Kandis 

Kecamatan 

Tanjung 

Seneng) 

akad yang 

digunakan yaitu 

akad akad ija>rah 

Perbedaannya terletak 

pada objek akad. Objek 

akad pada penelitian ini 

adalah kuda delman 

sedangkan pada 

penelitian yang 

dilakukan peneliti 

adalah  jasa pembajakan 

sawah menggunakan 

mesin traktor. 

3. Muhammad 

Faisol Amin 

Analisis Hukum 

Islam Terhadap 

Praktek Sewa 

Jasa Angkutan 

Umum Pick Up 

Persamaannya  

terletak pada 

pembahasan 

mengenai akad 

akad sewa 

perbedaannya yaitu 

objek jasa yang 

diteliti. Pada 

penelitian ini objek 

jasanya adalah jasa 
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di Kecamatan 

Kaliwungu 

Selatan 

menyewa jasa angkutan pick up 

yang upahnya sama 

dengan angkutan 

umum pada 

umumnya sedangkan 

pada penelitian ini 

membahas mengenai 

jasa bajak sawah. 

 

4. Ana Fira 

Mustaghfiroh 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Praktik Akad 

ija>rah Lahan 

Pertanian Di 

Desa 

Kalangsono 

Kecamatan 

Banyuputih 

Kabupaten 

Batang 

persamaan 

dalam penelitian 

ini pada akad 

yang digunakan 

yaitu akad ija>rah 

perbedaannya terletak 

pada objek akad. Pada 

penelitian ini objek 

sewanya adalah lahan 

pertanian dan untuk 

sistem pembayarannya 

setelah selesai panen 

dengan menggunakan 

buah panenannya. 

Sedangkan pada 

penelitian yang peneliti 

lakukan objek sewanya  

berupa jasa bajak sawah 

dengan sistem 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan yang mengikuti kaidah pencarian kebenaran 

dan/atau pemecahan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Sedangkan metode penelitian merupakan teknik ilmiah untuk memperoleh 

informasi yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.26 Tujuan penelitian adalah 

sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diperoleh dalam penelitian. 27 Data adalah 

sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih perlu diolah. 

Persyaratan data yang baik antara lain: informasi harus akurat, relevan, dan up-to-

date.28 

1. Jenis dan pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau studi 

kasus. Penelitian studi kasus adalah studi komprehensif yang mencakup aspek 

fisik dan psikologi individu atau seseorang yang tujuannya adalah mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang kasus yang dipelajari.29 Penelitian ini 

dilakukan secara langsung di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara tekait dengan fakta yang ada di desa tersebut. 

 
26 Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, Metode Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: 

Pandiva Buku, 2016), hlm. 11. 
27 Samsu, Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta 

Research & Development (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 2. 
28 Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm. 78. 
29 Samsu, Metode Penelitian, hlm. 65. 

pembayaran upah pada 

saat setelah selesai 

pengerjaan. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu mencari makna, pemahaman terhadap suatu fenomena, 

peristiwa atau kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung 

secara konstektual dan menyeluruh yang terlibat dalam lingkungan yang 

diteliti.30 Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai praktik 

ija>rah pada jasa bajak sawah yang terdapat di Desa Pakikiran, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan antara lain: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer didapat dari responden utama yaitu pemberi 

jasa (aji>r), serta responden lainnnya yaitu pemilik traktor (mu’jir) dan para 

petani (musta>jir) yang pernah melakukan transaksi sewa menyewa (ija>rah) 

pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder didapat dari masyarakat sekitar yang 

mengetahui mengenai transaksi ija>rah pada jasa bajak sawah di Desa 

Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Data sekunder 

lain yang dipakai adalah berupa buku dan sumber literatur lain antara lain 

 
30 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana,2017), hlm. 328. 
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Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 serta sumber hukum 

Islam lainnya. 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

mendapatkan suatu kumpulan data.31 Metode yang dilakukan yaitu peneliti 

terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Kemudian diinterprestasikan 

sesuai kemampuan penulis dalam membaca fenomena. Langkah-langkah 

pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu: 

a. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan yang dimaksudkan dan 

pencatatan sistematis dari satu atau lebih langkah yang dituju dalam rangka 

penelitian, tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

pemecahan masalah yang dihadapi.32 Pada penelitian ini penulis 

melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Pakikiran 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Observasi yang dilakukan 

dengan melihat langsung praktik bajak sawah yang dilakukan di Desa 

Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

b. Interview 

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dengan sumber data atau 

informan.33 Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasiyang 

 
31 Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm. 78. 
32 Samsu, Metode Penelitian, hlm. 98. 
33 Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm. 81. 
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mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara antara lain: 

pewawancara, responded, pedoman wawancara dan situasi wawancara.34 

Metode ini dipakai untuk mendapatkan data melalui wawancara 

secara terpimpin antara penulis dengan pihak yang memberikan informasi. 

Dalam hal ini penulis melakuka Interview kepada pihak yang terkait di 

Desa Pakikiran antara lain bapak Tursin selaku pemilik traktor, bapak Kasir 

selaku pemberi jasa dan beberapa pekerja lain serta bapak Karyono selaku 

petani dan para petani lain yang pernah melakukan transaksi ija>rah. 

Wawancara berfokus terhadap akad ija>rah pada jasa bajak sawah dan 

transaksi pelunasan bayaran upah terhadap pekerja. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan mencari informasi dalam bentuk item 

atau variabel seperti catatan, buku, risalah, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda dan lain-lain. Metode dokumentasi ini merupakan sumber 

data non-manusia, yang berguna karena sudah tersedia dan oleh karena itu 

relatif tidak mahal untuk mendapatkannya, merupakan sumber yang akurat 

atas suatu kondisi yang sebenarnya, serta dapat diamati secara berulang 

tanpa adanya perubahan.35  

Data-data dalam metode ini merupakan informasi yang diperlukan 

terkait penelitian. Dalam penelitian ini jenis dokumen yang dikumpulkan 

 
34 Buchari Alma, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 74. 
35 Samsu, Metode Penelitian, hlm. 99. 
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berupa buku catatan pembayaran milik pemberi jasa, foto-foto dan data-

data lain seputar praktik jasa traktor yang ada di Desa Pakikiran 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

d. Metode analisis data 

Analisis data adalah tahap menafsirkan infomasi yang didapat 

melalui penelitian lapangan. Analisis data merupakan langkah dimana data 

yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk naratif, deskriptif atau 

tabulasi terhadap data yang didapat.36 Tujuan utama dari analisis data 

adalah memudahkan pemahamin dan penafsiran pembaca dengan cara 

meringkas data.37 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data 

deskriptif. Analisis data deskriptif adalah penjabaran dari hasil data 

wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan 

berupa gambaran dan deskripsi secara ringkas berdasarkan kejadian dan 

fenomena yang ada. Tujuan dari teknik ini adalah menjabarkan secara utuh 

dan detail mengenai fenomena yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

pengujian hipotesis.38 Metode ini digunakan untuk menggambarkan 

persoalan tentang sistem pembayaran sewa menyewa pada praktik jasa 

bajak sawah di Desa pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara. 

G. Sistematika Pembahasan 

 
36 Samsu, Metode Penelitian, hlm. 103. 
37 Moh Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan 

Metodologi Penelitian (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 120. 
38 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126. 
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Untuk lebih sitematis dan mempermudah pembahasan serta komprehensif 

dari apa yang diharapkan, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang 

disusun dengan pembahasan yang sistematis. 

BAB I menggambarkan secara menyeluruh mengenai skripsi yang ditulis 

meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II menjabarkan tentang landasan teori yang digunakan, yaitu 

mengenai sewa-menyewa dalam Islam. Bab ini akan menjabarkan ija>rah mulai dari 

pengertian ija>rah,  dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam bentuknya, 

pembayaran, pembatalan dan berakhirnya ija>rah serta pengembalian barang 

sewaan. Dalam bab ini juga akan menjabarkan isi dari Fatwa DSN MUI Nomor 

112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ija>rah. 

BAB III menjabarkan data laporan hasil penelitian terkait praktik sewa 

menyewa ija>rah berupa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, 

Kabupaten Banjarnegara. Di dalam bab ini akan dijabarkan mengenai gambaran 

umum wilayah yang digunakan sebagai obyek penelitian dan pelaksanaan praktik 

akad ija>rah yang menjadi pokok masalah. 

BAB IV menjabarkan tentang analisa data dan analisa hukum Islam 

terhadap praktik ija>rah dan  transaksi pelunasan upah pada jasa bajak sawah yang 

terdapat di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 
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BAB V merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan 

yang menjawab dari rumusan masalah dan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJA<RAH DAN FATWA DEWAN 

SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-

MUI/IX/2017 TENTANG AKAD IJA<RAH 

A. Akad Ija>rah 

1. Pengertian Akad Ija>rah 

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu  ُالرَبْط yang artinya 

ikatan. Makna dari ikatan ini yaitu: 

 بٍ انى جَ  نْ يًٰ, مى وى نَ عْ مَ   مْ اً اَ ي  سى طاً حى بْ رى   انَ كَ اَ   اء  وَ سَ ,  ءى يْ الشَ   افى رَ طْ اَ   يَْ بَ   امى رَ ب ْ والْى   امُ كَ حْ الَْ 
 وَ احى دٍ ,  اَ وْ   مى نْ   جَ انى بَ يْى 77

Pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal 

tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari 

satu sisi maupun dua sisi.78 

 

Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab bahasa lainnya disebutkan 

antara lain: ‘aqada al-h}abl (mengikat tali), ‘aqada al-bay’ (mengikat jual beli), 

‘aqada al-‘ahd (mengikat perjanjian). 

Berangkat dari pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah 

dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara 

khusus. Secara umum diartikan sebagai: 

 قى لََ الطَ وَ   اءى رَ ب ْ الْى وَ   فى قْ وَ الْ كَ   ةٍ دَ رى فَ ن ْ مُ   ةٍ ادَ رَ بىى   رً دْ صَ   اءً وَ , سَ هى لى عْ ى فى لَ عَ   ءُ رْ مَ ىال  مَ زَ ا عَ مَ  لُّ كُ 
 وَ اليَ مى يى , اَ مْ   اى حْ تَ اجُ   اى لَ  اَ رى دَ تَ يْى  فِى  اى نْ شَ ائى هى   كَ الْ ب َ يْ عى   وَ الْى يَْ ارى   وَ الت َ وْ كى يْ لى   وَ الرَ هْ نى 79

 

Setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya 

baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf,

 
77 Wahhab az-Zuh}aili, al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al Fikir), IV: 80. 
78 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420. 
79 Wahhab az-Zuh}aili, al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu, IV: 80. 
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pengguguran hak, talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan 

dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa 

menyewa, perwakilan dan jaminan.80 

 

Sedangkan pengertian akad menurut istilah secara khusus diartikan 

sebagai: 

 اىرْ تىبَاطُ اىيَْاب    بىقَبُ وْلٍ عَلَى وَجْهٍ  مَشْرُوْ عٍ ي َ ثْ بُتُ  اَ ث َ رُ هُ  فِى  مََ لى هى 81
Hubungan antara pewajiban dan penerimaan secara syariat yang 

menimbulkan efek terhadap objeknya.82 

 
 ت َ عَ لَ قَ   كَ لََ مُ   اَ حَ دى   العَ اقى دَ يْ نى   بى لآخى رى   شَ رْ عاً عَ لَ ى   وَ جْ هٍ   يَ ظْ هَ رُ   اَ ث َ رُ هُ   فِى  الىمَ حَ لى 83

Berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang  yang berakad dengan 

yang lain (pihak kedua) secara syariat dimana hal itu menimbulkan 

efeknya terhadap objek.84  

Sementara itu kata ija>rah sendiri secara bahasa berasal dari bahasa 

Arab dari kata  َاَجَر yang mengandung arti ganti, upah dan imbalan.85 

Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya, antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Imam Hanafi; 

رةٍَ بىعَوْ ضٍ 86 فَعَةٍ مَعْلُوْ مَةٍ   مَقْصُوْدَةٍ مىنَ الْعَيْى  الىمُسْتَأْ جى  عَ قْد  يفُىيْدُ تَْْ لىيَكُ  مَن ْ

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 

disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.87  

 

b. Menurut Imam Malik; 

يَ ةُ التَ عَاقى دى عَلَى مَن ْفَعَ ةى الآدَمىيَ وَبَ عْضى   الىمَن ْقُ وْلَْ تى 88  تَسْمى
 

80 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420. 
81 Wahhab az-Zuh}aili, al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu, IV: 80. 
82 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420. 
83 Wahhab az-Zuh}aili, al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu, IV: 80. 
84 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420. 
85 Ridwan, Fiqh Perburuhan (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 44. 
86 ‘Abdurrah }man al-Juzairi, Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Maz}hab al-Arba’ah (Lebanon: Dar al-

Kotob al-Ilmiyah, 2003), III: 86. 
87 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2015), IV: 150. 
88 ‘Abdurrah }man al-Juzairi, Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Maz}hab al-Arba’ah, III: 88. 
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Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi 

dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan89 

 

c. Menurut Imam Syafi’i; 

 اَ لْى جَ ارَ ةُ   عَ قْ د   عَ لَ ى مَ ن ْ فَ عَ ةٍ  مَ عْ لُ وْ مَ ةٍ   مَ قْ صُ وْ دَ ةٍ   قَ ابى لَ ةٍ   لى لْ بَ ذْ لى   وَ الْْى بَ حَ ةى   بى عَ وْ ضٍ   مَ عْ لُ وْ مٍ 90
Akad ija>rah adalah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang 

diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, 

hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.91 

 

d. Menurut Imam Hanbali; 

 اَ لْى جَ ارَ ةُ   عَ قْ د   عَ لَ ى مَ ن ْ فَ عَ ةٍ  مُ بَ احَ ةٍ   مَ عْ لُ وْ مَ ةٍ   ت ُ ؤْ خَ ذُ   شَ ي ْ ئً ا مُ دَ ةً  مَ عْ لُ وْ مَ ةً   بى عَ وْ ضٍ   مَ عْ لُ وْ مٍ 92
Akad ija>rah adalah akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, 

diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka 

waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula.93 

 

e. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah; 

Akad ija>rah adalah “akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk 

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”. 

f. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib;94 

Akad ija>rah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-

syarat 

g. Menurut Sayyid Sabiq;95 

Akad ija>rah adalah suatu jenis akad guna mangambil manfaat dengan jalan 

memberi pergantian atau imbalan. 

 

 
89 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 154. 
90 ‘Abdurrah }man al-Juzairi, Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Maz}hab al-Arba’ah, III: 89. 
91 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 155. 
92 ‘Abdurrah }man al-Juzairi, Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Maz}hab al-Arba’ah, III: 90. 
93 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 157. 
94 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 114. 
95 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 111. 
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h. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie 

Akad ija>rah adalah akad dimana objeknya berupa penukaran manfaat 

untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan yang 

disamakan dengan menjual manfaat.96 

i. Menurut Amir Syarifuddin akad ija>rah adalah akad atas manfaat atau jasa 

dengan imbalan tertentu.97 

j. Menurut Ali al-Khafif akad ija>rah adalah transaksi terhadap sesuatu yang 

bermanfaat dengan imbalan.98 

k. Menurut Syafi’i Antonio akad ija>rah adalah akad terhadap berpindahnya 

manfaat dari suatu barang maupun jasa dengan cara sewa tanpa adanya 

pemindahan hak milik atas barang tersebut.99 

l. Menurut Moh. Anwar akad ija>rah adalah suatu perikatan pemberian jasa 

kepada orang lain  dengan syarat memakai pengganti atau balas jassa 

dengan uang atau barang yang disepakati.100 

m. Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank  Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 

mengartikan prinsip ija>rah adalah “transaksi Sewa-menyewa atas suatu 

barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”. 

 
96 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 115. 
97 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Fiqh Muamalat, hlm. 277. 
98 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80. 
99 Nur Febrianasari, Silvia. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn”. Jurnal 

Qawanin. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208. 
100 Sodikin dan Irfan Iswandi. “Pelaksanaan Praktik Sewa Pohon Mangga Ditinjau dari Hukum 

Islam (Studi Kasus Desa Sukerejo Kecamatan Sumber Rembang)”. Jurnal penelitian Multidisiplin Ilmu. 

Vol. 1, no. 4, 2022, hlm. 783-794. 
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Dari berbagai definisi yang disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa akad ija>rah adalah sutua akad, transaksi ataupun perjanjian yang 

berhubungan dengan pemanfaatan atau pemakaian atas suatu benda tertentu, 

ataupun pengambilan jasa dari seseorang dalam jangka waktu tertentu yang 

disertai dengan imbalan dari pemanfaatan atupun jasa yang diberikan. 

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan akad ija>rah antara 

lain; musta’jir, mu’jir, aji>r, ma’jur dan ujrah. Musta’jir  adalah pihak yang 

menyewa barang atau jasa dan yang mengeluarkan uang untuk imbalan. 

Mu’jir  adalah pemilik barang yang disewakan.101 Aji>r  adalah pihak yang 

memberikan jasa yang nantinya mendapat imbalan atas jasa yang diberikan. 

Ma’jur adalah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan ujrah adalah  

uang imbalan atas jasa yang telah diberikan.102 

2. Dasar Hukum Akad Ija>rah 

Akad ija>rah dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah 

merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam agama 

Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal dari akad ija>rah adalah 

mubah atau boleh selama sesuai ketentuan syara’. Dalam Hukum Islam sewa 

menyewa diperbolehkan selama telah memenuhi syarat dan dalam 

melaksanakannya, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta 

tercapai maksud dan tujuannya.103  Selain itu juga akad ija>rah sah ketika 

 
101 Imam Nawawi, Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2015), XIX: 584. 
102 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 79. 
103 Pallawapilu, Andi Baso. Et.al, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah 

Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Islamic Banking, Economy & 

Finansial Journal. Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 1-23. 
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didalamnya tidak terdapat unsur maksiat, riba dan garar.104 Dasar 

diperbolehkannya akad ija>rah didasarkan pada al-Qur’an, hadist, ijma’ dan 

juga qiyas sebagaimana berikut: 

a. Dasar hukum akad ija>rah  dalam al-Qur’an 

Didalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar 

hukum dari adanya akad ija>rah antara lain yaitu: 

1) Al-Qur’an Surat at-Thalaq ayat 6 

 فاَىنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاََٰتُ وْهُنَ اجُُوْرَهُنَ 
Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka.105 

 

2) Al-Qur’an Surat al-Qasas ayat 26 

 اى نَ خَيَْ مَنى اسْتَأْجَرْتَ الْقَوىيُّ الْْمَىيُْ 
 ۚ رْهُ  بََتى اسْتَأْجى ىهُمَا يَٰٰا  قاَلَتْ اىحْدَٰ

Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambilah dia 

sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik dijadikan 

pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.106 

 

3) Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 233 

لْمَعْرُوْفى وَاىنْ   تُمْ بى عُواْا اوَْلَْدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اىذَا سَلَمْتُمْ مَاا اَٰتَ ي ْ ارََدْتُُّّْ انَْ تَسْتََْضى  
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran 

menurut yang patut. 107 

 

 

 

 

 

 

 
104  Ifthor. Mahmudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik sewa Menyewa Kamar Hotel 

(Studi Hotel Syari’ah Cahaya Berlian Pameksaan)”, Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum 

Islam, Vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 60-69. 
105 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 559. 
106 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 338. 
107 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 37. 
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b. Dasar hukum ija>rah dalam hadist 

 ابنى ، عَنى  خَالىد ، عَنْ عىكْرىمَةَ  حَدَثَ نَاعَبْدى اللّىَ،    اىبنُ   هُوَ   خَالىد   حَدَثَ نَا  ، مُسَدَد   حَدَثَ نَا
يَ الَلُّ عَن ْهُ سٍ  اعَبَ  ُّ صَلَى الَلُّ عَلَيْهى  مَ  ، قاَلَ: اىحْتَجَ مَارَضى الَذىيْ   ، وَاعَْطَىوَسَلَمَ النَبِى

 حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ  حَراَمًا لََْ يُ عْطىهى 108
Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan 

kepada kami Kholid ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami 

kholid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas r.a. dia berkata: Nabi SAW 

berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang 

membekamnya. Seandainya itu haram, niscaya itu haram, niscaya 

beliau tidak akan memberikan kepadanya. (H.R. Bukhari No. 

2103)109 

 

لَ انََس  عَنْ ئى قاَلَ: سُ   ،، عَنْ حَُيَْدٍ جَعْفَرٍ   بنُ اَخْبَنَََ اىسْْعَىيْلُ  حُجْرٍ،    بنُ   عَلىيُّ  حَدَثَ نَا
: اكَسْبى  بُ وْ وَحَجَمَهُ اَ   صَلَى الَلُّ عَلَيْهى وَسَلَمَ حْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّىَ   الَْْجَامى فَ قَالَ انََس 

هى 110 بَ ةَ ،  فاَمََرَ لهَُ بىصَاعَيْى مىنْ طعََامٍ، وكََلَمَ اهَْلَهُ فَ وَ ضَعُوْاعَنْهُ مىنْ خَراَجى  طيَ ْ
Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja’far 

menceritakan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah 

ditanya tentang pekerjaanُُbekam. Maka Anas menjawab, Rasulullah 

SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu 

Thaibah dan Rasulullah memerintahkan untuk memberikan dua sha’ 

makanan dan beliau mengatakan kepada tuannya (Abu Thaibah) 

untuk mengira-ngirakan kewajiban pajaknya. (H.R. at-Tirmidzi No. 

1278)111 

 

انََس  عَنْ   فَرٍ, عَنْ حَُيَْدٍ, قاَلَ: سُئىلَ اىسْْعَىيْلُ بْنُ جَعْ اَخْبَنَََ  حَدَثَ نَا عَلىيُّ بْنُ حُجْرٍ,  
وَحَجَمَهُ ابَوُ   صَلَى الَلُّ عَلَيْهى وَسَلَمَ , فَ قَالَ انََسُ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّىَ  سْبى الَْجَامى كَ 
, وكََلَمَ اهَْلَهُ  بَةَ, فاَمََرلََهُ بىصَاعَيْى مىنْ  طيَ ْ  هى, وَقاَلَ: اىنَ عُوْا عَنْهُ مىنْ فَ وَضَ طَعَامى خَراَجى

 افَْضَلَ مَا تَدَاوَيْ تُمْ بىهى   الْىجَامَةَ, اوَْ اىنَ مىنْ امَْثَلى دَوَائىكُمُ الْىجَامَةَ 112

 
108 Ima>m al-H}afiz} Ah}mad bin ‘Ali bin H}ajar al-‘Asqala>ini>, Fath}u al-Ba>ri> Syarah} S}oh}ih} al-

Bukhori> (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), IV: 324. 
109 Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaini, Fathul Baari, terj. Amiruddin 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XII: 116. 
110 Ima>m Abu Issa al-Tirmizi, al-Ja>mi’ as}-S{ah}i>h} Wa Huwa Sunan at-Tirmid}i> (Kairo: Dar al-

Hadith, t.t), III: 373. 
111 Imam Abu Issa al-Tirmizi, Terjemah Sunan at-Tirmidzi, terj. Mohammad Zuhri (Semarang: 

CV. asy-Syifa’, 1992), II: 636.  
112 Ima>m Muslim bin al-Hajaj, S}ah}i>h} Muslim (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), III: 

373. 
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Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja’far 

menceritakan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah 

ditanya tentang pekerjaanُُbekam. Maka Anas menjawab, Rasulullah 

SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu 

Thaibah dan Rasulullah memerintahkan untuk memberikan dua sha’ 

makanan dan beliau mengatakan kepada tuannya (Abu Thaibah) 

untuk mengira-ngirakan kewajiban pajaknya (dari hsail bekam 

tersebut). Kemudian beliau bersabda, “sebaik-baiknya obat yang 

kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam, atau berbekam 

adalah obat yang paling baik bagimu. (HR. Muslim No. 1278)113 

 

عَةَ بْنى  بْنُ يََْيَ قاَلَ: قَ رأَْتَ عَلَى مَالىكٍ  يََْيَ  حَدَثَ نَا عَنْ   أَبِى عَبْدى الرَحََْنى  عَنْ رَبىي ْ
راَءى الَأرْضى فَ قَالَ: نََىَ رَسُوْلُ انَهَُ سَأَلَ راَفىعَ بْنَ خَدىيْجٍ عَنْ كى   حَنْظلََةَ بْنى قَ يْسٍ 

لذَهَبَ وَالْوَرىقى فَ قَالَ الَأرْضى قاَلَ: فَ قُلْتَ:    عَنْ كىراَءى   صَلَى الَلُّ عَلَيْهى وَسَلَمَ اللّىَ    أبَى
لذَهَبى وَالْوَرىقى فَلََ بَْسَ   بىهى 114  امََا بى

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 

membacakan dari Malik bin Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, dari 

Handhalah bin Qais, bahwa dia bertanya kepada Rafi’ bin Khadij 

tentang penyewaan tanah, lalu Rafi’ menjawab, “Rasulullah SAW 

melarang penyewaan tanah.” Kemudian Handhalah berkata: Aku 

bertanya lagi, “Bagaimana kalau dibayar dengan emas atau perak?” 

Rafi’ menjawab “kalau dibayar dengan emas atau perak tidak apa-

apa.”115 

 

c. Dasar hukum ija>rah dalam ijma’ 

Semenjak zaman sahabat sudah terdapat ijma’ atau kesepakatan 

para ulama mengenai adanya akad ija>rah. Ijma’ disini didasarkan kepada 

pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat sangat 

banyak. Dengan diperbolekannya ija>rah maka kebutuhan masyarakat 

terhadap jasa atau manfaat dapat terpenuhi. Selain itu juga semakin 

 
113 Imam Muslim bin al-Hajaj, Syarah Shahih Muslim, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2011), II: 636. 
114 Ima>m Muslim bin al-Hajaj, S}ah}i>h} Muslim (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), X: 205. 
115 Imam Muslim bin al-Hajaj, Syarah Shahih Muslim, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2011), VII: 556. 
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membuat masyarakat hidup rukun dan harmonis karena saling tolong 

menolong. 

Imam Nawawi berpendapat mengenai ija>rah dengan mengutip 

pendapat imam Syafi’i “akad ija>rah sudah berlangsung sejak zaman Nabi 

(mendasarkan pada sunah), dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang 

sahabat Nabi dan para ulama (ahli ilmu) telah sepakat membolehkannya”. 

Pendapat Imam Abdurrahman ibn Asham dikecualikan dalam kesepakatan 

ulama yang disampaikan Imam Syafi’i. Imam Abdurrahman ibn Asham 

berpendapat bahwa ija>rah tidak diperbolehkan karena terdapat unsur garar. 

Imam Abdurrahman ibn Asham mendasarkan pendapatnya kepada hadis 

Nabi yang redaksinya “Nabi melarang (jual beli) yang mengandung 

garar”. Imam Syafi’i membantah pendapat tersebut karena dalam akad 

ija>rah merupakan akad jual beli dimana pada akhirnya terdapat 

pemindahan hak milik dan manfaat atas suatu barang yang bersifat jelas. 

Maka dari itu hukum manfaat atau jasa sama dengan barang.116 

d. Dasar hukum ija>rah dalam qiyas 

Dasar hukum ija>rah selanjutnya terdapat dalam qiyas. Qiyas 

diartikan sebagai mengembalikan cabang (kasus yang serupa) kepada 

kasus asal berdasarkan ‘illat yang menggabungkan keduanya dalam 

hukum. Pendapat lain mendefinisikan qiyas merupakan membawa sesuatu 

 
116 Ridwan, Fiqh Perburuhan, hlm. 49. 
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kepada yang lain untuk menetapkan suatu hukum dengan cara 

penyempurnaan.117 

Qiyas dalam akad ija>rah didasarkan kepada pemikiran rasional 

bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat disamakan dengan kebutuhan 

terhadap barang atau sesuatu yang materil dan dapat dilihat. Oleh sebab 

akad atas barang diperbolehkan maka akad atas jasa atau manfaat ikut 

diperbolehkan.118 Akad ija>rah disamakan dengan akad jual beli dimana 

pada akhirnya terdapat pemindahan hak milik dan manfaat atas suatu 

barang yang bersifat jelas dengan terdapat ketentuan waktu. Maka dari itu 

hukum manfaat atau jasa sama dengan barang. Dalam akad sewa menyewa 

jasa bajak sawah dan mesin traktor terdapat pemindahan manfaat oleh 

sebab itu hal tersebut dipebolehkan karena termasuk kedalam akad ija>rah 

atau sewa menyewa yang diqiyaskan terhadap akad jual beli. 

3. Rukun dan Syarat Akad Ija>rah 

Suatu hal yang harus terdapat dalam sebuah akad adalah rukun dan 

syarat. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat dapat menjadikan 

suatu akad batal ataupun tidak sah.119 Berkaitan dengan hal tersebut ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari ija>rah adalah ijab dan kabul dengan 

menggunakan kalimat al-ija>rah, al-isti’jar, al-iktira’ dan al-ikra.120 Maka dari 

itu akad ija>rah sudah dianggap sah cukup dengan ijab dan kabul baik 

 
117 Nawir Yuslem, Kitab Induk Ushul Fikih (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 99. 
118 Imam Nawawi, Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578. 
119 Ridwan, Fiqh Perburuhan, hlm. 49. 
120 Mestika. Diah dan Ficha Melina, “Praktik Sewa Menyewa sawah Perspektif Ekonomi 

Islam”, Islamic Business and Finance, Vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 102-125. 
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menggunakan kalimat ija>rah maupun dengan kalimat lain yang maknanya 

sama.121 Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari akad ija>rah 

ada empat yaitu: dua orang yang berakad, sigat (ijab dan kabul), upah (ujrah) 

dan nilai manfaat.122 

Adapun Syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut: 

a. Dua orang yang berakad 

Dua orang yang berakad disini yaitu pihak orang yang memberikan 

kemanfaatan atau pihak yang memperkerjakan jasanya dan pihak orang 

yang memperkerjakan orang lain. Syarat bagi kedua pihak orang yang 

berakad antara lain berakal sehat dan dewasa. Pihak yang sudah dewasa 

dan berakal menjadikan para pihak mengetahui akibat hukum ataupun 

konsekuensi dari terjadinya akad.123 Namun terdapat perbedaan pendapat 

antar ulama mengenai kebolehan orang yang belum dewasa bertindak 

menjadi para pihak yang melakukan akad. Ulama Malikiyah dan 

Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang belum dewasa dapat menjadi 

pihak yang membuat akad dengan syarat harus mendapat izin dari walinya. 

Oleh sebab itu akad dari seorang anak kecil ditangguhkan sampa ada izin 

dari pihak walinya.124 

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah bahwa pihak 

yang melakukan akad harus dewasa dan juga berakal. Karena kecakapan 

 
121 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 

IV: 261. 
122 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Fiqh Muamalat, hlm. 278. 
123 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 387. 
124 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389. 
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yang jadi unsur utama maka kedewasaan dijadikan syarat. Oleh sebab itu, 

anak kecil dan orang gila apabila melakukan akad ija>rah maka menurut 

ulama Syafi’iyah dan Hanabilah akad yang tercipta tidak sah.125 Ulama 

madzhab Syafi’i dan Hambali menambahkan keterangan bahwa anak kecil 

tidak sah akadnya meskipun dia sudah mumayiz.126 

Jumhur ulama menetapkan syarat lain selain dewasa dan berakal, 

antara lain: kedua belah pihak harus sama-sama rela atau tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun dalam melakukan akad ija>rah. Apabila 

terdapat salah satu pihak yang terpaksa maka akad yang tercipta hukumnya 

tidak sah. Selain itu para pihak juga harus mengetahui dengan jelas 

manfaat yang diakadkan untuk menghindari terjadinya pertentangan dan 

salah paham.127  

b. Ijab kabul 

Ijab kabul adalah pernyataan serah terima dari para pihak pada 

awal melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Prinsip 

dasar dari ijab qabul adalah pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk 

melakukan akad, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Karena 

prinsip dasar dari ijab kabul adalah kerelaan maka apabila salah satu pihak 

terpaksa maka akadnya tidak sah.128 Sejalan  dengan pendapat Sayyid 

Sabiq bahwa syarat sah ija>rah adalah adanya ijab kabul yang ditegaskan 

dengan kata sewa atau semacamnya serta ungkapan apa saja yang 

 
125 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 80. 
126 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 261. 
127   Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 79. 
128   Ridwan, Fiqh Perburuhan, hlm. 53. 
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menjadikan lebih sepesifik hal tersebut serta ungkapan yang mengandung 

kerelaan.129 Dalam Islam prinsip ijab kabul terdapat dalam al-Qur’an surat 

an-Nisa ayat 29 sebagai berikut: 

يَ ُّهَا الَذىيْنَ   لْبَاطىلى اىلَْا انَْ تَكُوْنَ تِىَارةًَ عَنْ تَ راَضٍ يَٰٰا نَكُمْ بى اَٰمَنُ وْا لَْ تََْكُلُواْا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
نْكُمْ   م ى

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

diantara kamu sekalian, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.130 

 

c. Upah (ujrah) 

Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan 

yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, 

waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta 

yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.131 Dalam 

ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi 2 yaitu adil dan layak. 

Makna adil disini yaitu jelas, transparan dan proporsional. Sedangkan 

makna layak adalah cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang 

sebenarnya.132  Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Surat at-Thalaq 

ayat 6 

 فاَىنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاََٰتُ وْهُنَ اجُُوْرَهُنَ 
Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka.133 

 

 
129 Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad Ija>rah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan 

pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, no. 

2, 2022, hlm. 185-197. 
130 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 83. 
131 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 82. 
132 Tiana, Selvi dan Ngatiyar, “Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer 

Pre Wedding”, An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 97-106. 
133 Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 560. 
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Syarat untuk upah atau imbalan menurut kesepakatan ulama adalah 

imbalan tersebut harus berupa barang atau benda yang bernilai. 

Hendaknya status upah juga diketahui, karena merupakan pengganti atau 

alat tukar dalam transaksi, sehingga untuk kebaikan harus diketahui seperti 

harga dalam jual beli.134 Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ija>rah 

tidak sah apabila tidak disebutkan upahnya dan upah atau imbalannya 

harus jelas.135 Ulama Hanafiyah menambahkan syarat terhadap upah, yaitu 

upah atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat atau objek dari akad 

ija>rah. Contohnya sewa traktor dibayar sewa traktor yang lain. Ulama 

Hanafiyah melarangnya karena ditakutkan terdapat riba Fadhl (kelebihan 

disatu pihak). Namun ulama syafi’iyah membolehkan ija>rah model seperti 

itu.136 

Menurut madzhab Hanbali upah atau biaya sewa dapat dimiliki 

dengan empat perkara yaitu, setelah mendapatkan manfaat sewa secara 

sempurna, upah sewa diserahkan setelah selesai kerja, mesyaratkan 

pembayaran sewa di muka, namun jika ija>rah bersifat jasa maka tidak bisa 

diisyaratkan, dan dipastikan untuk mendapat manfaat jasa sekalipun belum 

mulai kerja.137 

d. Manfaat atau objek akad ija>rah 

Dalam ija>rah dipersyaratkan adanya kejelasan nilai manfaat yang 

dapat diperoleh. Dalam menentukan nilai manfaat terdapat dua syarat 

 
134 Syaikh Shalih, Fikih Muyassar, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 389. 
135 Imam Nawawi, Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652. 
136 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 81. 
137 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 162. 
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yaitu, kesepakatan mengenai jenis dan ukuran pekerjaan serta waktu 

pengerjaan. Selain itu juga disyaratkan mengenai penyebutan upah atau 

imbalan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak sehigga 

mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.138  

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang 

harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad ija>rah antara 

lain:139 

1) Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas baik bentuk, 

sifat, tempat hingga waktu. Hal tersebut untuk menghindari adanya 

perselisihan dan salah paham nantinya. Apabila manfaat yang menjadi 

objek tidak jelas maka tidak sah akadnya. Kejelasan manfaat dapat 

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan lama manfaat itu 

berada pada pihak penyewa. 

2) Objek akad ija>rah boleh diserahkan, tidak cacat dan dapat digunakan 

secara langsung. Para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh 

menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan 

langsung oleh penyewa.  

3) Objek akad ija>rah sesuatu yang bersifat mubah atau dihalalkan dalam 

syariat Islam. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat bahwa tidak 

diperbolehkan menyewakan sesuatu untuk hal-hal yang bertentangan 

atau dilarang oleh syariat Islam, contohnya menyewakan rumah untuk 

 
138 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 84. 
139 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Fiqh Muamalat, hlm. 278. 
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tempat judi atau menyewa seseorang untuk membunuh. ija>rah tidak 

diperbolehkan terhadap manfaat yang diharamkan. Sebab hal tersebut 

haram maka tidak diperbolehkan mengambil imbalan darinya, 

contohnya bangkai dan darah.140 

4) Sesuatau yang disewakan bukan bagian dari kewajiban dari penyewa. 

Contohnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri 

penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan 

haji penyewa. 

5) Objek akad ija>rah merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti 

rumah, kendaraan, mesin elektronik dan alat-alat perkantoran.  

Sedangkan menurut madzhab Maliki untuk manfaat sewa memiliki 

tiga syarat yaitu, manfaat mempunyai nilai, manfaat sewa diperkirakan bisa 

diterima secara panca indera ataupun syariat dan manfaat sewa bisa diambil 

tanpa harus merusak atau menghabiskan barang yang disewa.141 

4. Macam-macam Akad Ija>rah 

 Ija>rah dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua macam yaitu 

ija>rah yang bersifat manfaat dan ija>rah yang bersifat pekerjaan.  

a. Ija>rah yang bersifat manfaat  

Ija>rah yang bersifat manfaat yaitu ija>rah yang objek akadnya 

adalah manfaat, jadi dalam ija>rah ini sesuatu benda atau barang yang 

disewakan harus memiliki manfaat. Contoh dari ija>rah jenis ini seperti 

 
140 Imam Nawawi, Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578. 
141 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 172. 
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menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan traktor untuk 

membajak, menyewa motor untuk dikendarai dan lain-lain. Dalam akad 

ija>rah ini sesuatu yang disewa tidak boleh digunakan untuk hal yang 

dilarang oleh syariat Islam.142 Menyewakan kemanfaatan atau jasa yang 

bernilai harga dihukumi sah apabila diketahui barang, sifat dan ukurannya 

serta manfaat tersebut dapat kembali pada penyewa dimana pada saat 

mengambil manfaat tidak bertujuan untuk mengambil atau 

menguranginya.143 

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai waktu akad ija>rah 

dinyatakan ada. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad 

ija>rah ditetapkan menyesuaikan perkembangan manfaat atas barang sewa. 

Sesuai pendapat ini maka imbalan atau sewa belum dapat dimiliki oleh 

pemilik barang melainkan harus melihat terlebih dahulu perkembangan 

atas manfaat yang diberikan oleh objek sewa. 

Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 

ija>rah ini dinyatakan ada semenjak akad itu terjadi. Oleh karena itu maka 

sewa atau imbalan dapat diterima oleh pemilik barang semenjak akad itu 

terjadi, dan barang atau objek sewa sudah bisa berpindah kepada pihak 

penyewa.144 

 
142  Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 85. 
143  Zainuddin, Terjemahan Fathul Mu’in, terj. Bahrun Abu Bakar, et.al (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2019), II: 337. 
144 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), V: 412. 
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Terdapat ija>rah atas manfaat yang penjelasannya perlu diperinci, 

yang pertama akad sewa tanah guna ditanami atau didirikan bangunan. 

Akad sewa dalam hal ini baru dinyatakan sah apabila pada saat akad 

dijelaskan mengenai tujuan penyewaan untuk apa. Apabila akadnya guna 

ditanami maka harus disebutkan jenis tanamannya, kecuali pemilik lahan 

membebaskan jenis tanamannya. 

Akad sewa yang diperinci penjelasannya yang kedua adalah akad 

sewa pada binatang yang harus jelas penggunaannya dan juga masa 

penggunaannya. Dikarenakan binatang dapat dimanfaatkan untuk banyak 

hal, maka untuk menghindari perselisihan dan salah paham dikemudian 

hari sehingga perlu dijelaskan secara rinci tujuan dan masa 

penggunaannya.145 

b. Ija>rah yang bersifat pekerjaan 

Ija>rah yang bersifat pekerjaan yaitu ija>rah yang objek akadnya jasa 

atau pekerjaan. Akad ija>rah seperti ini lebih erat kaitannya dengan masalah 

upah mengupah. Oleh sebab itu, pembahasannya lebih difokuskan kepada 

pekerjaan atau buruh.146 

Aji>r atau buruh dibedakan menjadi 2, yaitu buruh musytarak dan 

buruh khusus. Buruh khusus adalah buruh yang dalam melakukan 

pekerjaan secara individual dengan waktu yang telah ditetapkan, 

contohnya sopir. Dalam arti lain buruh khusus adalah orang yang disewa 

 
145 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 86. 
146 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 84. 
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dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan. Seorang buruh 

menyerahkan dirinya kepada majikan untuk melakukan pekerjaan tertentu 

dan dalam masa waktu tertentu. dalam masa waktu yang disepakati maka 

buruh tersebut tidak boleh bekerja pada orang lain.  Apabila dari pihak 

penyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhirnya masa sewa 

maka buruh berhak menerima bayaran penuh, kecuali terdapat alasan-

alasan tertentu yang diperbolehkan syara’ maka bayarannya sesuai 

pekerjaan yang telah buruh tersebut lakukan.147 

Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam ija>rah 

atas pekerjaan tidak diperbolehkan menggabungkan waktu dan objek 

kerja. Contohnya seperti membajak sawah maka tidak sah menentukan 

kepada pembajak batasan waktunya seperti sehari, seminggu dan 

sebagainya. Jika terjadi maka akad ija>rah menjadi batal. Karena dapat 

memunculkan kemungkinan pekerjaan tersebut tidak selesai dalam jangka 

waktu sehari atau seminggu, kemungkinan juga dapat tuntas terlebih 

dahulu atau dapat juga terlambat.148 

Menurut Wahhab az-Zuhaili pekerjaan menyusukan anak kepada 

orang lain termasuk kedalam golongan akad ija>rah khusus ini. Jumhur 

ulama berpendapat seorang suami tidak boleh menyewa istinya untuk 

menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban 

istri. Imam Malik menambahkan, seorang suami dapat memaksa istrinya 

 
147 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 238. 
148 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 395. 
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untuk menyusukan anaknya jika sang istri menolak. Berbeda dengan 

pendapat diatas, menurut Ahmad seorang suami boleh menyewa istrinya 

sendiri untuk menyusukan anaknya. 

Jumhur ulama sepakat membolehkan menyewa seorang istri untuk 

menyusukan anaknya, dengan syarat bukan istri sendiri melainkan harus 

wanita lain. Dalam pemberian upah atau imbalan perlu dilakukan 

kesepakatan mengenai masa menyusui, melihat secara langsung anak yang 

disusui, tempat menyusui. Seorang wanita yang sedang bekerja menyusui 

seorang anak tidak boleh menyusui anak lain, karena pekerjaan menyusui 

anak ini dianggap sebagai buruh khusus.149 

Sedangkan buruh musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih 

dari satu orang, dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkannya, 

contohnya tukang jahit dan tukang kayu. Buruh jenis ini mendapatkan 

bayaran atau upah atas apa yang dikerjakannya saja. Abu Yusuf dan 

Muhammad dari madzhab Maliki berpendapat bahwa segala resiko yang 

timbul akibat kelalaian dalam melakukan pekerjaannya sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab buruh. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibn 

Hazm, buruh jenis ini tidak wajib mengganti barang yang rusak apabila 

kerusakan itu bukan karena disengaja.150 Sebagaimana pendapat imam 

Syafi’i yaitu “mereka tidak menanggung kerusakan itu, jika tidak 

dissengaja”.151 

 
149 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 87. 
150 Ridwan, Fiqh Perburuhan, hlm. 58. 
151 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terj. Muhyiddin Mas Rida, et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2010), VII: 578. 
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Selain yang telah disebutkan diatas, dalam Lembaga Keuangan 

Syariah terdapat akad ija>rah lain yaitu: ija>rah al-maushufah fi al dzimmah 

dan ija>rah muntahiyyah bi al-tamlik. Akad ija>rah muntahiyyah bi al-

tamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek dengan 

penyewa untuk mendapat imbalan atas objek yang disewa.152 Sedangkan 

akad ija>rah al-maushufah fi al-dzimmah adalah akad ija>rah atas manfaat 

suatu barang dan atau jasa yang pada saat dilakukan akad hanya disbutkan 

sifat-sifatnya saja.153 Dalam Lembaga Keuangan Syariah nasabah 

berperan sebagai penyewa dengan objek sewa yang disediakan lembaga 

dan Lembaga Keuangan Syariah berperan menjadi pihak yang 

menyewakan.154 

5. Ujrah Harus Bernilai dan Diketahui 

Jumhur ulama sepakat bahwa ujrah harus diketahui oleh kedua belah 

pihak yang melakukan akad. Akad ija>rah diqiyaskan dengan konsep jual beli, 

oleh karena itu apabila dalam hal jual beli antara harga dan barang tidak boleh 

ada unsur garar atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, dalam hal akad ija>rah 

antara upah dan manfaat juga sama tidak boleh terdapat unsur garar atau 

ketidakjelasan. Manfaat dalam akad ija>rah disamakan dengan barang dalam 

akad jual beli sedangkan ujrah disamakan dengan harga. Untuk menghimdari 

 
152 Ilham Fikriansyah, “Memahami Ijarah dari pengertian, Jenis, Rukun dan Syaratnya”, 

www.finance.detik.com, diakses 16 Januari 2023. 
153 Annisa Permatasari, “Mengenal Akad Ijarah”, www.kompasiana.com, diakses 16 Januari 

2023. 
154 Rinda Faradilla, “Ijarah: Pengertian, Landasan Hukun dan Syaratnya”, www.idntimes.com, 

diakses 16 Januari 2023. 
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unsur garar tersebut maka sebaiknya ujrah dan manfaat yang akan didapat 

harus diketahui oleh pelaku akad. 

Cara sah yang bisa digunakan untuk memberitahu jumlah upah antara 

lain:155 

a. Isyarat, dalam fikih diperbolehkan melakukan akad dengan isyarat selama 

para pelaku akan mengetahui dan paham dengan isyarat yang disampaikan 

masing-masing pihak. 

b. Musyawarah, upah diketahui jumlahnya dan syarat serta cara 

memperolehnya bisa dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

c. Penjelasan dari salah satu pihak yang disepakati oleh pihak pendengar atau 

partner akad. 

6. Bentuk Ujrah: Uang, Barang, atau Kombinasi 

Ujrah kombinasi disini yaitu kombinasi antar uang dan benda lain, 

misalnya makan dan minum. Kombinasi ini memunculkan dua kondisi: yang 

pertama upah yang diketahui dengan jelas berupa uang, dan yang kedua upah 

yang tidak jelas berupa makanan atau minuman.  

Upah berbentuk kombinasi menghasilkan perbedaan pendapat 

dikalangan ulama, antara lain:156 

a. Abu Hanifah berpendapat bahwa upah harus diketahui jumlah dan tempat 

pembayarannya apabila upah berupa barang yang dibutuhkan biaya 

 
155 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2017), hlm. 23. 
156 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, hlm. 24. 
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pemindahan. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad tidak sependapat 

dengan Abu Hanifah, menurut mereka diketahuinya tempat pembayaran 

tidak temasuk syarat sah dari upah karena hanya dijadikan tempat 

pembayaran saja. 

b. Wahhab Zuhailli berpendapat bahwa upah yang berbentuk uang (yang 

diketahui) dengan kombinasi makanan dan minuman, baik upah atas sewa 

barang atau jasa termasuk pengupahan yang tidak diperbolehkan karena 

makanan dan minuman bagian dari upah. Sedangkan kualitas dan 

kuantitasnya tidak diketahui dengan pasti dan tidak jelas sehingga secara 

keseluruhan upahnya dianggap tidak jelas. 

c. Ulama Malikiyah membolehkan upah kombinasi antara uang dan barang 

karena hal tersebut berlaku umum di masyarakat. 

7. Ujrah Yang Berasal Dari Pekerjaan Aji>r 

Para ulama berbeda pendapat mengenai ujrah yang berasal dari 

pekerjaan aji>r, antara lain:157 

a. Ulama Syafi’iah melarang upah dengan hasil dari pekerjaan yang 

dilakukan oleh aji>r. Hal tersebut beralaskan karena tidak terpenuhinya 

syarat mu’jir untuk membayar aji>r sesuai kesepakatan akad.  

b. Ulama Malikiah dan Hanabilah memberikan upah berupa manfaat dari 

pekerjaan yang dilakukan ole aji>r. Hal tersebut disyaratkan upahnya 

terukur jelas baik jumlah, timbangan dan takarannya. Contohnya aji>r 

 
157 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, hlm. 26. 
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mengeringkan padi kemudian mendapat upah berupa padi yang dia 

keringkan. 

8. Ujrah dan Manfaat Tidak Boleh Sejenis 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pertukaran manfaat 

dengan manfaat, antara lain:158 

a. Jumhur ulama membolehkan akad ijarah yang berupa pertukaran antara 

manfaat dengan manfaat baik manfaat tersebut sejenis maupun beda jenis 

karena manfaat sama dengan barang dalam jual beli yang dapat 

dipertukarkan.  

b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pertukaran antara manfaat dengan 

manfaat yang sejenis tidak diperbolehkan sedangkan untuk pertukaran 

manfaat dengan manfaat yang tidak sejenis diperbolehkan. 

9. Sebab Wajibnya Pembayaran Ujrah 

Sebab wajibnya musta’jir membayar ujrah kepada mu’jir pada akad 

ija>rah atas barang, antara lain:159 

a. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah seorang musta’jir wajib membayar 

ujrah kepada mu’jir ketika diterimanya manfaat atas barang yang 

diakadkan. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah sebab munculnya 

kewajiban membayar ujrah adalah adanya akad dan diterimanya manfaat 

secara kumulatif. 

 
158 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, hlm. 28. 
159 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, hlm. 31. 
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b. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat seorang musta’jir wajib 

membayar ujrah kepada mu’jir karena terjadinya akad. Mereka 

berpendapat bahwa munculnya kewajiban membayar ujrah adalah 

terjadinya akad atau perjanjian. Manfaat yang sudah diterima atau belum 

tidak mempengaruhi kewajiban membayar ujrah. 

10. Pembayaran Ujrah  

Apabila ija>rah adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu pekerjaan selesai, ketika tidak terdapat pekerjaan lain, 

saat akad sudah berlangsung dan tidak ada persyaratan dalam pembayarannya 

serta tidak ada ketentuan penangguhannya. Imam Abu Hanifah berpendapat 

bahwa upah wajib diserahkan secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang 

diterima. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Ahmad menyebutkan bahwa 

saat penyerahan objek sewa maka pada saat itu pemilik objek sewa berhak 

mendapat imbalan atau bayaran karena penyewa telah menerima 

kegunaannya.160  

Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan 

karena Rasulullah SAW. membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat 

mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah. Apabila seseorang 

menyewa suatu objek sewa kemudian ia dilarang memanfaatkannya maka 

pembayarnya dipotos masa saat tidak boleh digunakan objek sewa tersebut. 

Namun apabila penyewa tidak memanfaatkan barang sewa karena 

kesalahannya sendiri maka ia harus membayar utuh uang sewanya. Uang sewa 

 
160 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 121. 
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harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesai 

pemanfaatan objek sewa atau selesainya pekerjaan, kecuali saat disyaratkan 

pembayaran dilakukan pada saat transaksi.161 

Menurut madzhab Hanafi, imbalan atau upah tidak berhak dimiliki 

hanya dengan akad. Boleh disyaratkan untuk upah diberikan diawal atau 

bahkan ditangguhkan. Ketika tidak ada kesepakatan pada saat akad mengenai 

waktu pembayaran akan ditangguhkan atau didahulukan dan apabila 

dihubungkan dengan masa tertentu maka upah dibayarkan ketika waktu 

tersebut berakhir. 

Sedangkan menurut imam Malik apabila tidak ada yang mensyaratkan 

mengenai pemberian upah akan diserahkan diawal atau ditangguhkan maka 

pemberian upah dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai kemanfaatan 

yang didapat.162 Menurut imam Syafi’i dan Ahmad imbalan atau upah bersifat 

tunai yang dimiliki melalui akad dan menjadi hak pemilik barang dengan cara 

penyerahan kepada pihak penyewa.163 

11. Cara Penentuan Ujrah 

Jumlah ujrah yang harus dibayar oleh musta’jir kepada mu’jir pada 

dasarnya berlandasakan kepada apa yang menjadi kesepakatan. Terdapat cara 

untuk mencapai kesepakatan tersebut antara lain:164 

 
161 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 84. 
162 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 267. 
163 Imam Nawawi, Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613. 
164 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, hlm. 36. 
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a. Tawar menawar, ujrah ditentukan berdasarkan tawar menawar antara 

musta’jir dan mu’jir dengan pertimbangan fungsi, lokasi, manfaat, kualitas 

yang diharapkan. Salah satu prosesnya ujrah ditentutakan degan cara 

perbandingan. 

b. Semi tawar menawar, pada konsep ini mu’jir menentukan jumlah ujrah 

yang harus dibayar, musta’jir berhak memilik untuk menerima atau 

menolak. Jika menolak maka tidak terjadi akad dan jika musta’jir 

menerima maka terjadi akad. 

12. Pembatalan dan Berakhirnya  

Ija>rah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak 

membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, kecuali terdapat 

faktor yang mewajibkan terjadinya pembatalan. Faktor-faktor yang 

menyebabkan ija>rah  menjadi batal atau berakhir, antara lain: 

a. Menurut jumhur ulama kematian dari salah satu pihak akad tidak dapat 

membatalkan ija>rah karena ahli warisnya dapat menggantikannya. Hal ini 

seperti pendapat imam Malik, imam Syafi’i, Ishaq, al-Buti, Abu Tsaur dan 

Ibnu al-Mundzir sebagaimana ucapan Abu Qasim yaitu “apabila penyewa 

dan orang yang menyewakan meninggal dunia, atau salah satunya, maka 

ija>rah tetap pada kondisinya”.165 Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat 

akad ija>rah  dapat batal karena salah satu pihak wafat.166 Selain itu ulama 

Hanafiyah juga berpendapat bahwa objek ija>rah  tidak boleh dijual belikan 

 
165 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terj. Muhyiddin Mas Rida, et.al, VII: 446. 
166 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

1008. 
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kecuali atas izin penyewa saat itu, atau disita untuk membayar 

hutangnya.167 

b. Akad ija>rah dapat habis karena adanya peguguran akad. Hal ini 

dikarenakan akad ija>rah  merupakan akad Mu’awadhah, maka mngkin 

digugurkan seperti akad jual beli. 

c. Menurut imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hambali bahwa yang dapat 

membuat akad ija>rah habis yaitu rusaknya benda yang berkaitan dengan 

pengambilan manfaat yag diinginkan.168 Imam Syafi’i menambahkan 

bahwa tidak terdapat jaminan bagi si penyewa kecuali jika barang rusak 

karena kecerobohannya.169 

d. Akad ija>rah habis dikarenakan habisnya masa ija>rah,  kecuali karena 

halangan. Sesuatu yang telah ditetapkan batas tertentu, maka ia dianggap 

habis ketika sampai pada batasnya.170 

Karena banyaknya unsur yang terlibat dalam akad maka tidak jarang 

muncul permasalahan dalam prosesnya. Para ulama telah menggariskan cara 

mudah untuk menyelesaikan masalah sewa menyewa untuk kasus dalam 

kondisi normal atau tanpa adanya sebab. Yang membuat rumit ketika terdapat 

akibat yang berada diluar akad yang memunculkan alasan.171 

 

 
167 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, hlm. 88. 
168 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 249. 
169 Musthafa Diib al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab 

Syafi’i, terj. Pakihsati (Solo: Media Zikir, 2016), hlm. 303. 
170 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 431. 
171  Salsabila Rezki, “Problematika Akad Ijarah”, www.kumparan.com, diakses 16 Januari 

2023. 

http://www.kumparan.com/
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13. Pengembalian Barang Sewaan 

Sayyid Sabiq berpendapat apabila akad ija>rah  telah berakhir, maka 

penyewa berkewajiban mengembalikan objek sewa tersebut kepada pemilik. 

Apabila barang berbentuk barang bergerak seperti kendaraan, hewan dan yang 

sejenisnya maka ia wajib menyerahkan secara langsung kepada pemiliknya. 

Sedangkan apabila barang tersebut berbentuk barang yang tidak bergerak 

seperti tanah, bangunan dan yang sejenisnya maka penyewa berkewajiban 

menyerahkan seperti awal mula ia menyewa misalnya menyewa rumah yang 

kosong maka berkewajiban menyerahkan kembali rumah tersebut dalam 

keadaan kosong.172 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila masa sewa telah 

berakhir maka penyewa harus melepaskan objek sewa namun tidak 

berkewajiban menyerahkan terimakan objek tersebut sebagaimana barang 

titipan. Mereka juga berpendapat bahwa apabila terjadi kerusakan saat akan 

dikembalikan namun bukan karena unsur kesengajaan maka tidak menjadi 

kewajiban penyewa untuk menanggung atas kerusakan tersebut.173 

Pendapat lain menyampaikan bahwa penyewa tidak harus 

mengembalikan barang yang disewa sebelum pemilik menagihnya, karena 

seperti akad penitiipan yang merupakan amanah. Namun terdapat pendapat 

lain juga bahwa penyewa harus mengembalikan objek sewanya, karena 

setelah akad berakhir maka penyewa sudah tidak memiliki hak untuk 

 
172 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Fiqh Muamalat, hlm. 284. 
173 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 123. 
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mepertahankannya. Hal ini disamakan dengan akad pinjaman yang 

ditempokan ketika sudah jatuh tempo.174 

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang Akad Ija>rah 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:175 

1. Akad ija>rah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir atau antara 

musta'jir dengan aji>r untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat 

barang maupun jasa. 

2. Mu’jir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik mu’jir 

yang berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun 

yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ 

rechtsperson). 

3. Musta'jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) 

dalam akad ija>rah 'ala al-a'yan atau penerima jasa dalam akad ija>rah 'ala al 

a'mal/ ija>rah 'ala al-asykhash, baik musta'jir berupa orang (Syakhshiyah 

thabi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ 

syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). 

 
174 Imam Nawawi, Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613. 
175 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 3. 
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4. Aji>r adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ija>rah 'ala al a'mal/ ija>rah 

'ala al-asykhash, baik aji>r berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke 

persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah 

hukmiyah/ rechtsperson). 

5. Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan 

pekerjaan (jasa) ajir. 

6. Mahall al-manfa'ah adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk 

mewujudkan manfaat dalam akad ija>rah 'ala al-a'yan. 

7. Ija>rah 'ala al-a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang. 

8. Ija>rah 'ala al-asykhash/ija>rah 'ala al a'mal adalah akad sewa atas jasa/ 

pekerjaan orang. 

9. Ija>rah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT) adalah akad ija>rah atas manfaat 

barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa 

kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ija>rah. 

10. Ija>rah maushufah fi al-dzimmah (IMFD) adalah akad ija>rah atas manfaat suatu 

barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya 

disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). 

11. Ija>rah tasyghiliyyah adalah akad ija>rah atas manfaat barang yang tidak disertai 

dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. 

12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas 

suatu jasa. 
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13. Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh mu'jir karena yang 

bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. 

14. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh mu’jir karena 

yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas 

pemilik. 

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ija>rah176 

1. Akad ija>rah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ija>rah 'ala al-a'yan dan 

akad ija>rah 'ala al a'mal/ ija>rah 'ala al-asykhash. 

2. Akad ija>rah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ija>rah tasyghiliyyah, 

ija>rah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT), dan ija>rah maushufah fi al-dzimmah 

(IMFD). 

Ketiga : Ketentuan terkait S}igat Akad Ija>rah177 

1. Akad ija>rah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh 

mu'jir/aji>r dan musta'jir. 

2. Akad ija>rah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 

perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keempat : Ketentuan terkait Mu’jir, Musta’jir dan Aji>r178 

1. Akad Ija>rah boleh dilakukan oleh orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke 

persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah 

 
176 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4. 
177 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4. 
178 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4. 
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hukmiyah/ rechtsperson) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Mu'jir, musta’jir, dan ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Mu'jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad ija>rah 

baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah. 

4. Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat. 

5. Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrah. 

6. Aji>r wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan 

perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya. 

Kelima : Ketentuan terkait Mahall al-Manfa'ah dalam Ija>rah 'ala al-A'yan179 

1. Mahall al-manfa'ah harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan 

manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (mutaqawwam). 

2. Mahall al-manfa'ah sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di 

serahterimakan (maqdur al-taslim) pada saat akad atau pada waktu yang 

disepakati dalam akad ija>rah maushufah fi al-dzimmah. 

Keenam : Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa180 

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah 

(mutaqawwam). 

2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh mu'jir, musta’jir, dan ajir. 

 
179 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5. 
180 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5. 
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3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati 

oleh mu'jir dan musta’jir. 

4. Musta’jir dalam akad dalam ija>rah 'ala al-a'yan, boleh menyewakan kembali 

(al ija>rah min al-bathin) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) 

oleh mu’jir. 

5. Musta'jir dalam akad dalam ija>rah 'ala al-a'yan, tidak wajib menanggung 

risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena al-

ta’addi, al-taqshir, atau mukhalafat al-syuruth. 

Ketujuh : Ketentuan terkait’Amal yang dilakukan Aji>r181 

1. ’Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan aji>r harus berupa pekerjaan yang 

dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. ’Amal yang dilakukan aji>r harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran 

pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya. 

3. ’Amal yang dilakukan aji>r harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan 

akad. 

4. Musta'jir dalam akad ija>rah 'ala al a'mal, boleh menyewakan kembali kepada 

pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh aji>r atau peraturan 

perundang-undangan. 

5. Aji>r tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena 

perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta’addi, al-taqshir, atau 

mukhalafat al-syuruth. 

 

 
181 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5. 
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Kedelapan : Ketentuan terkait Ujrah182 

1. Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh 

dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, 

prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak 

yang melakukan akad. 

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan 

kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum 

diterima oleh musta’jir sesuai kesepakatan. 

Kesembilan : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk183 

1. Dalam hal akad ija>rah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan ija>rah, berlaku 

dhawabith dan hudud ija>rah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI 

Nomor 09/DSN-MUI/IV2000 tentang Pembiayaan Ija>rah. 

2. Dalam hal akad ija>rah dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku dhawabith 

dan hudud ija>rah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 

27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ija>rah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik. 

 
182 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 6. 
183 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 6. 
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3. Dalam hal akad ija>rah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, 

berlaku dhawabith dan hudud ija>rah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-

MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. 

4. Dalam hal akad ija>rah dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku dhawabith 

dan hudud ija>rah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 

101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Ija>rah al-Maushufah fi al-Dzimmah. 

5. Dalam hal akad ija>rah dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, 

berlaku dhawabith dan hudud ija>rah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-

MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Ija>rah al-Maushufah fi al-

Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden. 

Kesepuluh : Ketentuan Penutup184 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu 

mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. 

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.

 
184 Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 7. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara287 

1. Letak Geografis 

Desa Pakikiran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Desa Pakikiran 

dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten 

Banyumas. Adapun batas-batas Desa Pakikiran Kecamatan Susukan sebagai 

berikut: 

a. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Desa Brengkok Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

b. Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Desa Kemawi Kecamatan 

Somagede Kabupaten Banyumas. 

c. Bagian Timur berbatasan langsung dengan Desa Brengkok Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

d. Bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Piasa Wetan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

Desa Pakikiran memiliki luas wilayah seluas 284,2 Hektar dengan 

pembagian berdasarkan penggunaannya untuk pemukiman seluas 89,4 

Hektar, pesawahan seluas 48,1 Hektar, pekarangan seluas 105 Hektar dan

 
287 df0a-140-213-170-150.ap.ngrok.io/desapakikiran, diakses 24 Januari 2023, Pukul 15.25 WIB. 
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sisanya merupakan lahan prasarana umum lain. Sedangkan dilihat dari 

kategori kepemilikan lahan perhutanan di Desa Pakikiran lahan hutan milik 

negara seluas 38 Hektar dan 1,65 Hektar milik masyarakat perorangan. 

Desa Pakikiran terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun 

Karang Duren. Jumlah penduduk yang berada di Desa Pakikiran yaitu laki-

laki 1471 jiwa, perempuan 1395 jiwa dengan total 2866 jiwa dan jumlah 

kepala keluarga terdapat 857 kartu keluarga. Dilihat dari luas wilayah dan 

jumlah penduduk maka didapat data bahwa kepadatan penduduknya sebesar 

59 jiwa per Kilometer. 

2. Keagamaan 

Desa Pakikiran memiliki prasarana peribadatan antara lain 4 buah 

masjid, 10 buah mushola dan 1 buah vihara. Jumlah total penduduk Desa 

Pakikiran sebanyak 2866 jiwa menganut agama Islam dan Budha dengan 

mayoritas menganut agama Islam. Hal tersebut terlihat dari jumlah penganut 

agama Islam di Desa Pakikiran yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

1413 jiwa dan perempuan 1415 jiwa dengan jumlah total 2828 jiwa. 

Sedangkan sisanya total 38 jiwa menganut agama Budha dengan pembagian 

20 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 18 jiwa berjenis kelamin perempuan. 

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari adanya 

kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan agama Islam. kegiatan 

keagamaan dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

masyarakat dari semua kalangan. Kegiatan keagamaan yang ada di Desa 

pakikiran seperti tahlil, mujahadah, ngaji Minggu Pon, yasinan dan manaqib.  
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Tahlil dilaksanakan setiap satu minggu sekali setiap malam Jum’at. 

Kegiatan ini dilaksanakan di masjid dengan diikuti oleh kalangan bapak-

bapak. Mujahadah dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada malam 

Minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid dengan diikuti oleh semua 

kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kegiatan selanjutnya 

ada kegiatan ngaji Minggu Pon, yang dilaksanakan di gedung madin Desa 

Pakikiran. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu Pon yang diikuti 

oleh kalangan ibu-ibu. Yasinan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

setiap satu minggu sekali setiap hari Jum’at sore. Tempat kegiatan ini 

berbeda-beda setiap dusun, ada yang dilaksanakan di masjid atau mushola, 

ada yang dilaksanakan bergilir di rumah anggota yasinan dan ada juga yang 

dilaksanakan di pondok pesantren. Kegiatan selanjutnya yaitu rutinan 

manaqib yang diikuti oleh kalangan anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan 

setiap malam Jum’at dan bertempat di pondok pesantren. 

3. Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang terdapat pada kehidupan 

masyarakat Desa Pakikiran. Kebudayaan yang terus dilaksanakan untuk 

terus melestarikan kebudayaan dan tradisi yang sudah ada sejak zaman 

dahulu. Sebagian besar kebudayaan atau tradisi yang terdapat di Desa 

pakikiran melibatkan kegiatan kelompok atau perkumpulan orang. 

Kegiatan kebudayaan yang terdapat di Desa pakikiran antara lain, 

upacara adat perkawinan, upacara adat pembangunan rumah, upacara sadran 
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gedhe, upacara adat boyongan rumah, upacara adat satu muharam, 

sholawatan, begalan, lengger dan kuda lumping. Meskipun tidak semua 

masyarakat mengadakannya namun sebagian besar masyarakat 

mengadakannya terkhusus masyarakat dengan usia diatas 40 tahun keatas. 

4. Pendidikan 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah cukup meluas di Desa 

Pakikiran. Didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan yang terdapat 

di Desa pakikiran. Lembaga pendidikan di Desa Pakikiran mulai dari jenjang 

terendah antara lain PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Harapan Bunda, 

TK (Taman Kanak-Kanak) Pertiwi Pakikiran, dan jenjang paling yaitu SD 

(Sekolah Dasar), sekolah dasar ini ada 3 yaitu SDN (Sekolah Dasar Negeri) 

2 Pakikiran, SDN (Sekolah Dasar Negeri) 3 Pakikiran dan MI (Madrasah 

Ibtidaiyah) Miftahunnajah Pakikiran. Anak yang ingin melanjutkan ke 

jenjang SMP dan SMA maka harus sekolah di luar Desa Pakikiran.   

Selain pendidikan formal, di Desa Pakikiran terdapat juga pendidikan 

yang tidak formal. Pendidikan tidak formal yang terdapat di Desa Pakikiran 

antara lain TPQ (Taman Pendidikan al-Qur’an) yang berjumlah 8, 1 

Madrasah Diniah dan 1 Pondok Pesantren. Pendidikan tidak formal ini 

dilaksankan sore hari setelah pulang sekolah atau pendidikan formal. 

Meskipun banyak anak-anak yang belajar di pondok pesantren namun 

mereka tetap melanjutkan pendidikan formalnya. 
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5. Ekonomi 

Sebagian besar wilayah Desa Pakikiran merupakan lahan pertanian, 

oleh sebab itu banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh 

tani. Data persebaran jenis profesi Desa pakikiran antara lain: 

a. Petani sejumlah 293 orang. 

b. Buruh tani sejumlah 192 orang. 

c. Pedagang sejumlah 82 orang. 

d. Swasta sejumlah 74 orang 

e. PNS sejumlah 21 orang 

Berdasarkan data tersebut persebaran profesi di Desa Pakikiran 

sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Jenis tanaman yang 

ditanam masyarakat Desa pakikiran yaitu padi, jagung, singkong, cabe, 

kacang tanah, kacang panjang, durian, kokosan, duku, rambutan, pisang, 

kelapa, kopi dan cengkih. Hasil dari pertanian banyak yang dikonsumsi 

sendiri dan juga di perjual belikan baik secara langsung ke konsumen 

maupun di jual ke pasar. 

Selain bertani, masyarakat Desa pakikiran juga mempunyai 

perternakan. Jenis ternak yang dipelihara yaitu, ayam kampung, kambing, 

bebek, sapi, domba dan kelinci. Hampir setiap rumah memiliki kandang 

ternak. Ternak yang paling banyak yaitu ternak ayam dan kambing. Hal 

tersebut dikarenakan wilayah Desa Pakikiran yang menunjang dan mudah 

untuk mencari bahan pakan ternak. Luas wilayah pekarangan baik kebun 

maupun hutan yang banyak rumput-rumput untuk ternak. 
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Selain bertani dan berternak terdapat profesi lain yang berasal dari 

jasa ketrampilan antara lain tukang batu. Wilayah Desa pakikiran yang 

berupa bukit dan masih terdapat banyak batu cadas menjadikan banyak 

masyarakat yang berprofesi sebagai tukang batu. Selain tukang batu masih 

terdapat profesi jasa ketrampilan lain yaitu, tukang kayu, tukang jahit, tukang 

pijat, tukang cukur dan tukang servis elektronik. 

B. Pelaksanaan Praktik Akad Ija>rah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, 

Kabupaten Banjarnegara 

1. Latar Belakang Tejadinya Penyewaan  

Penduduk Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara mayoritas berpofesi sebagai petani. Lahan Desa Pakikiran 

merupakan lahan yang subur, dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pakikiran 

untuk bercocok tanam. Hal itu yang menjadikan profesi paling banyak di 

Desa Pakikiran adalah petani. Jenis tanaman yang paling banyak di tanam di 

Desa Pakikiran adalah padi, jagung, singkong dan cabe. Untuk 

memaksimalkan hasil pertanian maka dipelukan tanah yang gembur. 

Masyarakat di Desa Pakikiran sebagian besar memanfaatkan mesin traktor 

yang digunakan untuk membajak guna menggemburkan tanah.  

Dari banyaknya masyarakat yang berprofesi menjadi petani tidak 

semua memiliki mesin traktor, oleh karena itu terjadilah proses kerja sama. 

Kerjasama yang tercipta yaitu sewa menyewa mesin traktor dengan 

menerapkan akad ija>rah untuk saling tolong menolong. Keuntungan dari 

kerjasama ini dapat diperoleh bagi semua pihak baik petani sebagai penyewa, 
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pemilik mesin traktor sebagai pemberi sewa dan operator traktor sebagai 

pekerja. Keuntungan bagi petani yang tidak memiliki traktor, mereka dapat 

menyewa dan sawahnya bisa dibajak dengan cepat dan memudahkan proses 

cocok tanam. Keuntungan bagi pemilik trator dapat mendapat upah sewa. 

Sedangkan bagi operator traktor dapat mendapatkan upah jasa untuk 

menambah penghasilan.  

Tidak semua petani di Desa Pakikiran memiliki mesin traktor dan 

tidak semua orang juga dapat menjalankan mesin traktor. Oleh sebab itu 

tercipta kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama. Kerjasama 

sewa menyewa traktor ini dikarenakan pemilik atau pengelola traktor tidak 

dapat mengoperasikannya oleh sebab itu pemilik atau pengelola 

menyewakan mesin traktor tanpa memberikan sewa jasa juga. Selain itu juga 

untuk memberikan manfaat kepada sesama, yaitu memberikan pekerjaan 

kepada orang yang dapat mengoperasikan traktor. Petani juga mendapat 

manfaat antara lain lebih efisien waktu dalam menggarap sawah serta 

mengehemat biaya penggarapan sawah. Apabila membajak sawah hanya 

dengan dicangkul maka akan membuat biaya terlalu mahal, sedangkan 

apabila menggunakan sapi maka pengerjaanya terlalu lama. Seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Kasiran: 

Penyewaan traktor dilakukan karena pemilik traktor tidak dapat 

menjalankannya. Memberikan pekerjaan juga buat orang yang bisa 

menjalankan traktor. Selain itu juga memberikan manfaat buat petani, 

karena kalau dicangkul bakal mahal biayanya dan lama 

pengerjaannya.289 

 

 
289 Kasir (Pemberi Jasa), Wawancara, Banjarnegara, 28 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB. 
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Praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa Pakikira Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara ada sejak awal tahun 2000-an. Pada saat 

itu pertama kali terdapat traktor milik kelompok tani pada zaman Bapak 

Kirno yang menjabat sebagai lurah dan ada sampai saat ini. Sebagai maa 

yang dijelaskan oleh bapak Sarkun: 

Sewa menyewa traktor ini sudah ada dari zaman lurah bapak Kirno. 

Ya sekitar  awal tahun 2000 an. 

 

Adapun cara untuk menyewa traktor yang terjadi di Desa Pakikiran 

cukup menemui dan bilang kepada yang akan menjalankan mesin traktornya. 

Bapak Parikun sebagai penyewa traktor mengatakan: 

Kalau itu ya bilang, kadang-kadang ya bilang satu kali, jikalau nanti 

seterusnya tidak bertemu maka ya minta tolong untuk tetap dikerjakan 

saja. Tidak mesti bilang, tapi awalnya ya bilang buat seterusnya, tidak 

harus di perintah.290 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Ramin Sutaryo: 

Kalau itu ya bilang ke yang mau ngerjain, tapi kadang-kadang ya tiba-

tiba datang di sawah saja yang mau ngerjain. Tapi kadang ya cukup 

bilang bahwa ini saya mau nanam padi hari apa begitu. Tapi yang jelas 

ya bilang antara pekerja traktor sama pemilik sawah.291 

 

Dari wawancara diatas, dijelaskan mengenai cara menyewa mesin 

traktor. Penyewa traktor cukup mendatangi rumah orang yang akan 

menjalankan traktor, akad ini tidak selalu dilakukan di rumah tetapi dapat 

terjadi dilain tempat seperti disawah. Namun karena sudah menjadi 

kebiasaan dan tradisi di Desa Pakikiran bahwa petani tidak selalu harus 

bilang kepada yang akan membajak lahannya. Akad penyewaan traktor 

 
290 Parikun (Penyewa), Wawancara, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.03 WIB. 
291 Ramin Sutaryo (Penyewa), Wawancara, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB. 
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dilakukan antara petani sebagai penyewa dengan orang yang 

mengoperasikan traktor sebagai pemberi jasa. Akad ini dilakukan secara 

lisan tanpa ada perjanjian tertulis.  

2. Sistem Pembayaran Penyewaan 

Sistem pembayaran uang sewa atau upah yang terjadi di Desa 

Pakikiran dilakukan setelah sawah selesai di bajak. Apabila sudah mulai 

mendekati musim tanam maka pembajak sawah akan pergi kesawah pagi 

hari untuk mulai membajak sawah. Proses membajak sawah tiap saawah 

berbeda-beda. Terdapat sawah dengan tekstur tanah yang mudah dibajak 

sehingga membuat pengerjaan lebih cepat. Namun terdapat juga tekstur 

tanah yang kasar yang akan membuat pengerjaan lebih lama. Selain tekstu 

tanah yang mempengaruhi cepat lamanya pengerjaan terdapat faktor lain 

yaitu genangan air yang cukup dan juga rumput liar yang terdapat di sawah 

yang akan dibajak. 

Besaran upah yang harus dibayar dihitung berdasarkan luas lahan 

yang dibajak. Penentuan harga pembayaran disepakati menyesuaikan harga 

solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin traktor. Tarif yang terdapat 

di Desa Pakikiran yaitu setiap 50 ubin (gunggung292 10) sebesar Rp.130.000. 

besaran tarif ini sudah diketahui kedua belah pihak dan sudah menjadi 

kesepakatan. Seperti yang dikatakan Bapak Karyono: 

Pada awal Rp. 1.300.000 perhektar, namun kalau ada kenaikan harga 

BBM (bahan bakar minyak) pembayaran ikut naik. Normalnya ya 

Rp.1.300.000 perhektar.293 

 
292 Gunggung adalah satuan luas yang biasa digunakan di wilayah Desa Pakikiran. Masyarakat 

Desa Pakikiran menyebut 50 ubin dengan 10 gunggung. 
293 Karyono (Penyewa), Wawancara, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 14.45 WIB. 
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Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ramin Murdianto: 

Sebenarnya tidak pasti si ya. Musim ini bayar Rp.130.000 per 

gunggung 10. Jadi kalau sehektar ya satu juta tigaratus.294 

 

Dari wawancara diatas, dipaparkan mengenai tarif jasa bajak sawah 

menggunakan mesin traktor rata-rata sebesar Rp.1.300.000 perhektar. 

Namun akan berubah ketika ada kenaikan harga BBM.  

Pada saat sawah sedang di bajak maka pemilik lahan sawah akan 

mengirim pekerja berupa makanan, minuman dan camilan. Pengiriman ini 

tidak bersifat wajib namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa 

Pakikiran. Pengiriman makanan ini ditujukan untuk menghargai dan rasa 

terimakasih dari pemilik lahan kepada orang yang membajak.  

Pembayaran upah yang disepakati dilakukan setelah sawah selesai 

dibajak, namun tidak jarang juga petani yang membayar upah secara dicicil 

atau ditangguhkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ramin: 

Pembayaran tidak selalu setelah selesai digarap, tapi seringnya setelah 

selesai menanam padi. Biayanya digunakan untuk menanam padi 

terlebih dahulu, setelah selesai menanam padi baru bayar traktor. 

Kadang juga cicil separuh terlebih dahulu, separuhnya setelah musim 

tanam.295  

 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sarkun: 

Kadang-kadang ada yang langsung, ada yang nanti kalau sudah selai 

musim tanam. Namun sebagian besar bayarnya setelah selesai tanam 

padi. Ya begitu banyak yang mipil dan setelah selasai tanam. 

Namanya orang ya kadang bayar kalau sudah ada uang. Yang 

diutamakan kan orang yang nanam padi. Karena orangnya banyak dan 

rumahnya jauh-jauh. Jadi pas kumpul habis nanam padi langsung di 

bagi di tempat.296 

 
294 Ramin Sutaryo (Penyewa), Wawancara, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB. 
295 Ramin Sutaryo (Penyewa), Wawancara, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB. 
296 Sarkun (Pekerja), Wawancara, Banjarnegara, 27 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB. 
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Dari wawancara diatas, dipaparkan bahwa tidak semua penyewa 

membayar secara tunai sesuai kesepakatan awal. Pada saat selesai 

pembajakan terkadang para petani belum memiliki uang untuk membayar 

upah. Selain itu juga karena para petani mengutamakan uang digunakan 

untuk menanam padi dan membayar jasa tanam padi terlebih dahulu. Oleh 

sebab itu penyewa membayar upah dengan cara dicicil ataupun ditangguhkan 

sampai musim tanam selesai. Penyewa bukan tidak mau membayar tepat 

setelah selesai sawahnya dibajak, melainkan karena terdapat keperluan lain 

yang perlu diutamakan salah satunya untuk biaya tanam.  

Hal ini dapat menyebabkan pemberi jasa mengalami kerugian. 

Karena pekerja harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk 

membeli solar. Terkadang juga berhutang solar yang kemudian dibayar 

ketika sudah selesai membajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak 

Kasir: 

Terkadang ya hutang solar, tapi nanti dibayar ketika sudah mendapat 

bayaran.297 

 

Dan seperti dikatakan oleh Bapak Sarkun: 

Modal awal, beli solar dan biaya servis kecil-kecilan seringnya pakai 

uang sendiri.298 

 

Dari wawancara diatas pekerja traktor memaparkan bahwa untuk 

pembelian solar tidak jarang harus berhutang terlebih dahulu dikarenakan 

belum mendapat bayaran dari para petani. Padahal upah yang diterima untuk 

 
297 Kasir (Pekerja), Wawancara, Banjarnegara, 28 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB. 
298 Sarkun (Pekerja), Wawancara, Banjarnegara, 27 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB. 
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membeli solar dan biaya perawatan mesin traktor. Kemudian ketika terdapat 

sisa maka untuk upah jasa pekerja dan biaya sewa mesin traktor.  

Padahal kesepakatan yang dilakukan adalah pembayaran dilakukan 

setelah selesai pengerjaan pembajakan sawahnya. Namun masih banyak 

petani yang melakukan pembayaran secara di cicil dan juga menangguhkan. 

Alasan menyicil dan menangguhkan karena uang akan digunakan untuk 

biaya tanam terlebih dahulu. Hal tersebut merugikan pekerja traktor karena 

pekerja telah melakukan kewajibannya yaitu membajak sawah dan pekerja 

juga harus memberikan setoran kepada pemilik traktor saat sudah selesai 

melakukan pembajakan bersamaan dengan mengembalikan mesin traktor.
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BAB IV 

ANALISA DATA 

A. Analis Praktik Akad Ija>rah Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Kabupaten Banjarnegara 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan 

orang lain. Sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain maka 

terciptalah sebuah interaksi. Interaksi sosial atau hubungan manusia  yang 

bertujuan untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan dan dilaksanakan 

sesuai ajaran agama Islam disebut muamlah.310 Dari rasa memerlukan orang 

lain tersebutlah maka kemudian terjadi proses muamalah. Salah satu muamalah 

yang sering terjadi adalah ija>rah. 

Ija>rah atau sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan tolong 

menolong dimana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang 

sewaan atau jasa yang disewakan dimana terdapat upah sebagai imbalan atas 

apa yang disewakan.311 Salah satu praktik ija>rah yang terdapat di Desa 

Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah penyewaan 

jasa bajak sawah. Akad ija>rah pada praktik jasa bajak sawah yang terjadi di 

Desa Pakikiran ini menggunakan mesin traktor sebagai alat bajaknya.  

Akad ija>rah terhadap praktik jasa bajak sawah di Desa Pakikiran jika di 

tinjau dari definisi yang dikemukakan oleh imam madzhab maka pendapat 

imam Syafi’i yang paling sesuai untuk mendefinisikannya.   Definisi yang di

 
310 Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, hlm. 5. 
311 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 80. 
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berikan oleh imam Syafi’i, akad ija>rah adalah suatu jenis akad terhadap suatu 

manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, 

hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui. Apabila dijabarkan 

makna dari definisi tersebut dengan praktik nyata yang terdapat di Desa 

Pakikiran adalah sebagai berikut:312 

Menurut pengikut madzhab Syafi’i bahwa suatu akad diartikan sebagai 

ijab kabul. Praktik yang terjadi di Desa Pakikiran bahwa ijab kabul dilakukan 

oleh pemilik lahan dengan pemberi jasa atau pekerja traktor. Selanjutnya 

mengenai kata atas manfaat pengikut madzhab Syafi’i mengartikan sebagai 

ma’qud ‘alaih. Manfaat yang ditimbulkan dari akad sewa menyewa jasa bajak 

sawah yang terjadi di Desa Pakikiran adalah manfaat dari mesin traktor yang 

digunakan yaitu untuk menggemburkan tanah sehingga tanah siap untuk 

ditanami padi. Sedangkan mengenai kompensasi pengikut madzhab Syafi’i 

mengartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pihak kedua. Dalam praktik 

sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran kompensasi ini berupa 

biaya atau upah yang diberikan oleh pemilik lahan kepada pekerja traktor atau 

pemberi jasa bajak sawah. 

Akad ija>rah yang terjadi di Desa Pakikiran jika di tinjau dari definisi 

yang dikemukakan oleh ulama fikih kontemporer yang paling sesuai adalah 

pendapat dari Syafi’i Antonio. Syafi’i Antonio berpendapat bahwa akad ija>rah 

adalah akad terhadap berpindahnya manfaat dari suatu barang maupun jasa 

 
312 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 155. 
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dengan cara sewa tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut.313 

Hal ini sesuai dengan praktik yang terjadi di Desa pakikiran dimana terdapat 

akad terhadap perpindahan manfaat dari suatu barang atau jasa. Perpindahan 

manfaat yang terjadi di Desa Pakikiran berasal dari mesin traktor dan jasa 

untuk membajak sawah dimana manfaatnya adalah untuk membajak sawah 

guna menggemburkan tanah agar siap ditanami padi. Akad yang dilakukan 

juga merupakan akad sewa atas barang dan jasa tanpa adanya perpindahan hak 

milik atas mesin traktor yang digunakan untuk membajak.  

Praktik akad ija>rah yang terjadi di Desa Pakikiran dalam proses 

penyewaannya sedikit berbeda dengan wilayah lain. Sesuatu yang sudah 

menjadi kebiasaan bahwa akad bisa berlangsung dimana saja dan tidak harus 

dilakukan di rumah pihak pemberi jasa. Akad dapat dilakukan saat para pihak 

bertenu di jalan atau bahkan saat di sawah. Akad hanya dilakukan secara lisan 

tanpa adanya ketentuan yang tertulis. Tidak jarang juga akad dilakukan tanpa 

menggunakan perkataan melainkan dengan perbuatan dari kedua belah pihak. 

Seperti yang terjadi di Desa Pakikiran dimana pemberi jasa pada praktiknya 

langsung mendatangi lahan sawah yang menjadi bagiannya sesuai ketentuan 

dari musyawarah desa. Sedangkan petani akan mendatangi lahan sawahnya 

untuk mengecek dan tidak jarang juga sembari mengirim makanan untuk 

pekerja traktor. Hal itu secara tidak langsung merupakan perbuatan yang 

menimbulkan akad sewa menyewa traktor. Praktik akad tersebut dalam konsep 

 
313 Nur Febrianasari, Silvia. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn”. Jurnal 

Qawanin. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208. 
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hukum muamalah disebut dengan akad dengan mu’athah. Akad mu’athah 

yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang 

mengindikasikan saling ridha tanpa adanya pelafalan ijab dan kabul.314 

 Para pihak dalam praktik akad ija>rah jasa bajak sawah yang terjadi di 

Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tidak 

menentukan waktu pengerjaan. Dari pihak pemilik lahan tidak menentukan 

batas waktu pengerjaan hanya menyebutkan tanggal kapan dia akan mulai 

tanam padi. Begitupun dari pihak pemberi jasa tidak menentukan atau 

menjanjikan berapa lama dia akan mengerjakan lahan tersebut, kebiasaan yang 

ada para pemberi jasa akan menyelesaiakan lahan satu minggu sebelum lahan 

itu ditanami. Sistem pembayaran yang disepakati adalah pembayaran setelah 

lahan selesai dibajak.  

Dalam praktik ija>rah atas jasa bajak sawah yang terjadi di Desa 

Pakikiran untuk penentuan upah didasarkan pada luas lahan yang dibajak. Tarif 

upah jasa bajak sawah di Desa Pakikiran umumnya berkisar 130.000 ribu 

rupiah per 10 gunggung atau 50 ubin. Penenentuan sistem upah yang 

didasarkan atas luas lahan yang dibajak sudah menjadi kesepakatan para petani 

di Desa Pakikiran.  

Dalam praktik ija>rah yang terjadi di Desa Pakikiran terdapat kecatatan 

yaitu dalam sistem pembayaran kompensasi atau upah. Kecacatan ini terjadi 

karena pada awal kesepakatan mengenai sistem pembayaran dilakukan secara 

 
314 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, IV: 

435. 
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langsung pada saat selesai pembajakan. Namun pada kenyataan yang terjadi 

tidak semua petani membayar upah jasa bajak sawah tepat pada waktu yang 

disepakati. Banyak alasan yang dikemukakan oleh petani terkait alasan telat 

membayar upah tersebut. Sebagian besar petani mengalihkan uang yang 

dimiliki untuk keperluan tanam terlebih dahulu, sehingga terpaksa harus 

menangguhkan terlebih dahulu upah jasa bajak sawahnya. Selain ada yang 

menangguhkan terdapat pula petani yang membayar upah dengan menyicil 

terlebih dahulu. Praktik pembayaran jasa bajak sawah ini seolah-olah 

menimbulkan akad baru yaitu akad hutang piutang. Namun dalam konsep fikih 

muamalah menurut madzhab Hanbali apabila muncul akad baru dalam sebuah 

transaksi maka kembali lagi ke akad pertama atau akad yang utama, sehingga 

akad yang kedua tidak dianggap.315 

Praktik pembayaran jasa bajak sawah yang tidak sesuai kesepakatan 

tentu saja merugikan pihak pemberi jasa atau pekerja traktor yang sudah 

menyelesaikan kewajibannya untuk membajak sawah namun belum mendapat 

haknya mendapat upah atau kompensasi. Sedangkan pemilik lahan 

menangguhkan pembayaran atas upah bajak sawah yang seharusnya diberikan 

kepada pemberi jasa atau pekerja traktor. 

 

 
315 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, IV: 

520. 
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B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad Ija>rah Pada Jasa Bajak Sawah Di 

Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. 

1. Analisis Hukum Islam Tehadap Praktik Akad ija>rah Pada Jasa Bajak 

Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara 

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai kegiatan 

muamalah, salah satu kegiatan muamalah yaitu ija>rah. Ija>rah lebih dikenal 

dengan akad sewa menyewa, sewa menyewa ini merupakan kerjasama atas 

suatu perjanjian dimana terdapat pemindahan manfaat dari suatu barang 

atau jasa dengan adanya kompensasi atau upah yang disepakati.316 Akad 

ija>rah ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Akad ini juga sangat 

bermanfaat karena digunakan untuk saling tolong menolong dalam hal 

memenuhi kebutuhan dan keinginan antar manusia. 

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hubungan 

muamalah khususnya praktik akad ija>rah. Dasar hukum dipebolehkannya 

ija>rah terdapat dalam al-Qur’an, hadist, ijma’ dan juga qiyas. Dalam 

melaksanakan praktik akad ija>rah harus sesuai aturan syariat Islam. 

menurut mayoritas kalangan ulama bahwa rukun dari ija>rah ada empat, 

yaitu: dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), ijab kabul, upah dan 

manfaat barang atau jasa.317 Adapun syarat dari masing-masing akad 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 
316 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, hlm. 80. 
317 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Fiqh Muamalat, hlm. 278. 
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a. Dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa) 

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dari dua pelaku 

akad. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku akad 

keduanya harus baligh dan berakal sehingga orang yang belum dewasa 

dan orang gila tidak sah melakukan akad. Sedangkan ulama Hanafiyah 

dan Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang akan melakukan 

akad tidak harus baligh namun cukup mumayyiz saja namun 

disyaratkan harus dengan persetujuan atau atas izin walinya.318 Para 

pihak yang melakukan akad pada akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah 

di Desa Pakikiran telah tegolong cakap hukum, dewasa atau baligh, 

berakal dan mumayiz atau dapat membedakan mana yang baik dan 

buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari usia para pihak yaitu pemilik lahan 

dan pemberi jasa bajak sawah yang berumur rata-rata diatas 30 tahun. 

Pelaksanaan akad juga tanpa adanya paksaan, atas dasar keinginan 

sendiri dan juga saling rela atau ridho. 

b. Ijab kabul 

Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan ataupun isyarat 

yang dimengerti oleh para pihak yang berakad. Sayyid Sabiq 

berpendapat bahwa syarat sah ija>rah adalah adanya ijab kabul yang 

ditegaskan dengan kata sewa atau sejenisnya serta ungkapan apa saja 

yang lebih spesifik dan didalamnya terkandung ungkapan kerelaan atau 

 
318 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389. 
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keridhoan.319 Dalam paktik yang terdapat di Desa Pakikiran ijab kabul 

dilaksanakan secara lisan dan dimengerti oleh kedua beleh pihak yang 

melakukan akad. Namun terdapat juga pihak yang hanya satu kali akad 

untuk beberapa musim bajak. Petani ini melakukan akad satu kali 

dimana ia mengisyaratkan kepada pemberi jasa untuk membajak 

lahannya pada musim-musim bajak selanjutnya.  

c. Upah 

Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat sah 

dari Upah ada dua yaitu, upah berupa harta yang bernilai dan diketahui, 

serta upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.320 

Paktik yang terjadi pada akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah di Desa 

Pakikiran bahwa upah sudah sesuai dengan syarat sah tersebut. Upah 

yang diberikan berupa sesuatu yang bernilai yaitu uang yang digunakan 

sebagai alat tukar. Upah yang diberikan juga tidak sejenis dengan objek 

akad karena objek akadnya adalah jasa bajak sawah namun upah yang 

diberikan adalah uang. Oleh karena ditinjau dari syarat sah upah maka 

upah yang diberikan suadah sesuai dan sah.  

 

 

 

 

 
319 Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad Ija>rah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan 

pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, no. 

2, 2022, hlm. 185-197. 
320 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400. 
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d. Manfaat atau objek akad ija>rah 

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat 

yang harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad ija>rah 

antara lain:321 

1) Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas. Praktik 

akad ija>rah yang terjadi di Desa Pakikiran manfaat yang menjadi 

objek sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yaitu 

manfaat berupa tanah menjadi gembur dan siap untuk ditanam 

padi.322 

2) Objek akad ija>rah boleh di serahkan, tidak cacat dan dapat 

digunakan secara langsung. Objek akad yang digunakan pada akad 

ija>rah atas jasa bajak sawah adalah mesin traktor dimana mesin 

tersebut dapat diserahkan, tidak cacat dan dapat digunakan 

langsung untuk membajak.323 

3) Objek akad ija>rah sesuatu yang bersifat mubah dan dihalalkan oleh 

syariat Islam. Pada praktik akad ija>rah atas jasa bajak sawah di 

Desa Pakikiran dimana objek akadnya adalah jasa bajak sawah dan 

jasa tersebut tidak dilarang oleh syariat Islam.324 

 
321 Abdul Rahman Ghazali, et.al, Fiqh Muamalat, hlm. 278. 
322 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

391. 
323 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

395. 
324 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

396. 
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4) Sesuatu yang disewakan bukan bagian dari kewajiban dari 

penyewa. Sesuatu yang disewakan dalam akad ija>rah atas jasa 

bajak sawah adalah membajak sawah bukan suatu hal yang wajib 

dilakukan oleh penyewa seperti melaksanakan sholat.325 

5) Objek akad merupakan sesuatu yang dapat disewakan. Objek akad 

yang digunakan dalam praktik ija>rah atas jasa bajak sawah di Desa 

Pakikiran adalah mesin traktor dan dapat disewakan.326 

Sedangkan menurut madzhab Maliki untuk manfaat sewa 

memiliki tiga syarat yaitu, manfaat mempunyai nilai, manfaat sewa 

diperkirakan bisa diterima secara panca indera ataupun syariat dan 

manfaat sewa bisa diambil tanpa harus merusak atau menghabiskan 

barang yang disewa.327 Pada praktik ija>rah atas jasa bajak sawah, 

manfaat dari sewa yaitu tanah yang gembur dan siap ditanami 

merupakan manfaat yang mempunyai nilai, dapat dinilai oleh panca 

indera dan manfaat dapat diperoleh tanpa harus merusak barang sewa 

yaitu mesin traktor yang digunakan untuk membajak. 

Penjelasan rukun dan syarat ija>rah diatas menunjukkan bahwa akad 

ija>rah atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran sudah memenuhi rukun dan 

syarat dengan adanya dua pelaku akad yaitu pemilik lahan atau petani dan 

pemberi jasa, ijab kabul, upah berupa uang dan manfaat. Namun masih 

 
325 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

397. 
326 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

400. 
327 Abdurrahman al-Jazuri, Fikih Empat Madzhab, terj. Arif Munandar, IV: 172. 
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ditemukan beberapa kecacatan dalam terjadinya praktik akad ija>rah yang 

terjadi di Desa Pakikiran.  

Kecatatan yang terjadi pada praktik akad ija>rah atas jasa bajak 

sawah di Desa Pakikiran pada sistem pembayaran upah. Dalam 

kesepakatan awal bahwa upah atau kompensasi akan diberikan pada saat 

pembajak selesai melaksanakan tugasnya membajak sawah. Namun pada 

kenyataannya tidak semua petani membayar upah tersebut tepat pada 

waktu setelah sawah selesai di bajak. Kebanyakan petani menangguhkan 

pembayaran karena uang yang dimiliki dialihkan terlebih dahulu untuk 

biaya tanam padi. Oleh karena itu petani membayar biaya pembajakan 

setelah selesai musim tanam. Karena apabila uang tidak dialihkan ke 

pembiayaan tanam dikhawatirkan akan gagal tanam karena kekeurangan 

air sudah khawatir gagal panen nantinya. Namun hal tersebut justru 

merugikan pihak pemberi jasa padahal sudah menjalankan kewajibannya 

untuk membajak sawah tetapi tidak langsung mendapat apa yang menjadi 

haknya yaitu upah yang harusnya diterima. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Kasir dan Bapak 

Sarkun selaku pihak pemberi jasa pada ija>rah di Desa Pakikiran bahwa 

mereka merasa dirugikan atas keterlambatan yang dilakukan oleh para 

petani tersebut padahal mereka memerlukan upah tersebut untuk membeli 

bahan bakar mesin traktor, setoran kepada pemilik traktor dan juga untuk 

menambah pemasukan. Namun disisi lain para pemberi jasa tersebut 

menggunakan asas tolong menolong dan saling ridho. Sebagaimana yang 
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dijelaskan oleh Bapak Sarkun bahwa beliau meridhokan para petani 

menangguhkan pembayaran karena beliau ingin menolong sesama.328  

Apabila kedua belah pihak merasa saling ridho maka sudah sesuai dengan 

kaidah fikih sebagai berikut: 

لت َ عَاقَدى 329  تَ عَاقىدَ يْنى وَنتَىيْجَتُهُ هىيَ مَا  اىلْتىزَمَاهُ بى
ُ
 الأَ صْلُ فِى الْ عَقْدى رىضَى الم

Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang 

mengadakan akad hasilnya apa yang saling ditentukan oleh 

perakadan itu.330 

 

Selain atas dasar saling ridho, akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah 

yang terjadi di Desa Pakikiran juga di dasarkan rasa tolong menolong. 

Petani menolong pihak pembajak yang membutuhkan uang sedangkan 

pembajak menolong petani yang tanah sawahnya perlu dibajak sebelum 

nantinya ditanami. Selain hal itu dalam proses pembayarannya juga 

pemberi jasa mengedepankan rasa tolong menolong dengan ridha 

mengalihkan upahnya untuk digunakan petani memenuhi biaya tanam 

terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan atau 

bahaya walaupun harus mengesampingkan kemaslahatan. Sesuatu yang 

dihindari adalah kegagalan tanam karena khawatir akan kekurangan air. 

Sesuatu yang akhirnya harus dikesampingkan adalah pemberian upah yang 

bermanfaat untuk pemberi jasa bajak sawah. Hal tersebut sesuai dengan 

kaidah fikih sebagai berikut: 

دى مُقَ دَمُ عَلَى جَلْبى الْمَصَالىحى 331  دَرْءُ الْمَفَاسى

 
328 Sarkun (Pekerja), Wawancara, Banjarnegara, 27 Januari 2023. 
329 Ali Ahmad al-Nadwi, al-Qawaid al-Fiqhiyah (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 253. 
330 Dzajuli, Kaidah Kaidah Fikih (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 130. 
331  Izzudin, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam (t.k.: Dar al-Jail, 1980), I: 81. 
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Menghindarkan kerusakan harus didahulukan atas mendatangkan 

kemaslahatan332 

 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik akad ija>rah terhadap 

jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran mulai dari ijab kabul, 

penentuan upah dan sistem pembayarannya sudah terjadi sejak sekitar 

tahun awal tahun 90 an dan tentu sudah menjadi kebiasaan atau urf 

masyarakat tersebut. Praktik ija>rah terhadap jasa bajak sawah yang pada 

ijab kabulnya tidak selalu dilaksanakan pada tiap musim bajak, dan juga 

sistem pengupahan yang didasarkan atas luas lahan sawah serta sistem 

pelunasan upah yang kebanyakan setelah selesai masa tanam sudah 

menjadi kebiasaan. Praktik sewa menyewa semacam ini sudah dianggap 

adat kebiasaan oleh masyarakat di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan 

Kabupaten Banjarnegara. Hukum asal ija>rah sebelum melakukan pekerjaan 

harus sudah ada kesepakatan dalam masalah besaran upah. Bila tidak ada 

kesepakatan didepan, hukum asalnya ija>rah tersebut tidak sah. Namun 

apabila dalam lingkungan masyaakat sudah dipahami akan adanya upah 

standar, sehingga jika tidak ada kesepakatan diawal mengenai besaran 

upahnya, maka upahnya mengikuti upah standar atau tradisi di tempat 

tersebut.333 Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan 

adat kebiasaan, yaitu: 

 الَْعَادَ ةُ مَُكَمَةُ 334

 
332 Dzajuli, Kaidah Kaidah Fikih (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 164. 
333 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, hlm. 115. 
334 Abdurrahman bin Nashir as-Sa’adi, Syarah Manzhumah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Kairo: 

Addarul Alamiyyah, t.t), hlm. 69. 
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Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum335 

 

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa kebiasaan yang  berlaku 

pada suatu tempat, masa dan keadaan seperti dalam konsep sewa menyewa 

jasa bajak sawah  di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara. Apabila kebiasaan tersebut mendatangkan kebaikan bagi 

para pihak yang berakad maka kebiasaan tersebut dapat diterima, namun 

sebaliknya apabila kebiasaan tersebut mendatangkan keburukan bagi para 

pihak yang berakad maka sebaiknya tidak diteruskan. Selama kebiasaan 

tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum 

Islam maka kebiasaan tersebut patut untuk dilanjutkan sebagaimana praktik 

sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran yang mendatangkan 

kebaikan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.  

Dalam hal pengupahan terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di 

Desa Pakikiran upah didasarkan terhadap luas lahan. Penetapan tersebut 

didasarkan atas kesepakatan. Konsep upah dalam hukum Islam disyaratkan 

terhadap dua hal yaitu upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tidak 

boleh sama dengan objek akad.336 Upah yang diberikan pemilik lahan 

kepada pemberi jasa sudah memenuhi syarat tersebut. Upah berupa harta 

yang berbentuk uang yang berlaku dan dapat digunakan untuk membeli 

 
335 Abdurrahman bin Nashir as-Sa’adi, Belajar Dasar Dasar Kaidah Fikih, terj. Aris Munandar 

(t.k : t.p, 1333 H), hlm. 69. 
336 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

400. 
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kebutuhan hidup. Upah juga tidak sama dengan objek akad dimana upah 

berupa uang sedangkan objek akad berupa jasa bajak sawah.  

Wahab Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan syarat lain dari upah 

yaitu upah harus sesuatu yang suci, upah harus sesuatu yang bermanfaat, 

upah harus diserahkan dan upah dapat diketahui oleh kedua belah pihak.337 

Syarat yang pertama upah harus suci, dalam praktik yan terjadi di Desa 

Pakikiran upah berupa uang dan bukan merupakan barang najis seperti 

anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar. Syarat yang kedua upah harus 

sesuatu yang bermanfaat, dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran 

upah berbentuk uang dan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan 

dalam pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Syarat yang 

ketiga adalah upah dapat diserahkan, dalam praktik yang terjadi di Desa 

Pakikiran upah berupa uang yang diserahkan langsung oleh pemilik lahan 

kepada pemberi jasa. Syarat yang terakhir adalah upah diketahui oleh 

kedua belah pihak, dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran upah 

diberikan secara langsung berupa uang dan nominalnya diketahui oleh 

kedua belah pihak. Praktik pengupahan yang terjadi di Desa Pakikiran atas 

jasa bajak sawah sudah memenuhi keempat syarat tersebut oleh karena itu 

upah tersebut dihukumi sah. Wahab Zuhaili berpendapat bahwa cara untuk 

mengetahui jumlah ujrah bisa denngan isyarat, musyawarah ataupun 

penjelasan dari salah satu pihak.. dalam praktik yang terjadi di Desa 

 
337 Wahhab az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 

409. 
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pakikiran bahwa jumlah upah diketahui dengan cara penjelasan dari salah 

satu pihak yaitu pihak pemberi jasa. 

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif hukum Islam 

praktik akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa 

Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tersebut telah 

sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada walaupun terdapat kecacatan 

dalam sistem pembayaran upah. Namun kecacatan tersebut dimaafkan 

karena adanya rasa ridha dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk 

penentuan besaran upah yang didasarkan pada luas lahan dan juga akad 

yang dilakukan satu kali namun untuk lebih dari satu musim bajak, hal 

tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa 

Pakikiran Kecamatan Susukan. Pembayaran upah jasa bajak sawah yang 

dialihkan untuk biaya tanam juga guna menghindari terjadinya kerusakan 

berupa gagal tanam dan juga gagal panen. Selain itu juga dalam  praktik 

akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran 

Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sudah memenuhi rukun dan 

syarat dari akad ija>rah yang menjadi kesepakatan ulama ahli fikih.  

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tehadap 

Praktik Akad ija>rah Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan 

Susukan Kabupaten Banjarnegara 

Ketentuan mengenai akad ija>rah terdapat dalam Fatwa DSN MUI 

Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Pembuatan fatwa tersebut agar dalam 

pelaksanaan akad ija>rah dapat berjalan sebagaiaman mestinya dan agar 
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tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Suatu akad dikatakan sah 

apabila rukun dan syaratnya dapat terpenuhi dengan baik. Terkait akad 

ija>rah terhadap jasa bajak sawah dapat dianalisis dengan Fatwa DSN MUI 

Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. 

Ketentuan yang diatur pertama berkaitan dengan ketentuan umum. 

Mengenai makna dari akad ija>rah dijelaskan sebagai akad sewa antara 

mu'jir dengan musta'jir atau antara musta'jir dengan aji>r untuk 

mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa. 

Berdasarkan praktik akad ija>rah atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, 

jika meninjau penjelasan tersebut maka pemberi jasa atau pekerja yang 

membajak sawah menukarkan manfaat atas mesin traktor dan jasa bajak 

sawah dengan upah yang diberikan oleh pemilik lahan atau petani yang 

menyewa. 

Dalam ketentuan umum dijelaskan juga mengenai para pihak yang terlibat 

dalam akad. Pihak yang dijelaskan pertama adalah mu’jir atau pemberi sewa 

yang diartikan sebagai pihak yang menyewakan barang, baik mu’jir yang 

berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang 

dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). 

Pada praktik akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah pihak mu’jir merupakan 

pemilik traktor dimana di Desa Pakikiran terdapat dua jenis, yang pertama 

perorangan dan yang kedua adalah kelompok tani.  
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Pihak yang kedua adalah musta'jir yang diartikan sebagai pihak 

yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad ija>rah 'ala 

al-a'yan atau penerima jasa dalam akad ija>rah 'ala al a'mal/ ija>rah 'ala al-

asykhash, baik musta'jir berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke 

persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah 

hukmiyah/ rechtsperson). Pada praktik akad ija>rah terhadap jasa bajak 

sawah pihak musta'jir merupakan para petani yang menyewa jasa bajak 

sawah.  

Pihak terakhir yang dijelaskan dalam ketentuan umum adalah aji>r. 

Aji>r adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ija>rah 'ala al a'mal/ 

ija>rah 'ala al-asykhash, baik aji>r berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/ 

natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ 

syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson). Pada praktik akad ija>rah terhadap 

jasa bajak sawah pihak aji>r merupakan pihak yang memberikan jasa yaitu 

pembajak sawah. 

Ketentuan kedua adalah ketentuan terkait hukum dan bentuk ija>rah. 

Dalam ketentuan ini pada poin ke satu dan dua menyebutkan akad ija>rah 

dapat direalisasikan dalam bentuk akad ija>rah 'ala al-a'yan, akad ija>rah 'ala 

al a'mal/ ija>rah 'ala al-asykhash, ija>rah tasyghiliyyah, ija>rah muntahiyyah 

bi al-tamlik (IMBT) dan ija>rah maushufah fi al-dzimmah (IMFD). Praktik 

akad ija>rah yang dilakukan oleh pihak pemilik mesin traktor kepada pihak 
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pemberi jasa yang ada di Desa Pakikiran termasuk kedalam bentuk akad 

ija>rah 'ala al-a'yan, sedangkan akad yang dilakukan antara pemberi jasa 

dengan pemilik lahan termasuk kedalam bentuk akad ija>rah 'ala al a'mal.  

Ketentuan ketiga terkait s}igat akad ija>rah, disebutkan dalam poin 

ke satu dan dua bahwa akad ija>rah harus dinyatakan secara tegas, jelas, 

dimengerti dimana dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 

perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik. Pada praktik 

sewa menyewa jasa bajak sawah sudah memenuhi syarat  s}igat dimana 

petani melakukan akad dengan pihak pemberi jasa secara lisan ataupun 

isyarat.  

Ketentuan keempat terkait mu’jir, musta’jir dan aji>r. Pada poin 

pertama dan kedua menjelaskan bahwa pihak dapat berupa orang atau 

badan hukum dimana mereka semua wajib cakap hukum. Pada praktik 

sewa menyewa jasa bajak sawah pihak pemberi jasa dan pihak yang 

menyewa berupa orang, sedangkan pemberi sewa terdapat dua bentuk yaitu 

orang dan badan hukum berupa kelompok tani. Kemudian dalam poin 

ketiga menyebutkan bahwa pemberi sewa wajib memiliki kewenangan atas 

barang yang disewakan. Pada praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di 

Desa Pakikiran pihak pemberi sewa memiliki kewenangan ada yang 

berkewenangan secara ashliyyah ada juga yang bersifat niyabiyyah. Pada 

poin keempat sampai keenam menyebutkan mengenai kemampuan yang 

perlu dimiliki oleh masing-masing pihak. Pihak pemberi sewa barang 

berkemampuan menyerahkan manfaat, pihak penyewa berkemampuan 
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membayar upah dan pihak pemberi jasa berkemampuan untuk 

menyerahkan jasa. Dalam hal ini pemberi sewa sudah menyerahkan 

kemanfaatan atas mesin traktor dan juga pihak pemberi jasa sudah 

memberikan jasanya untuk membajak sawah. Namun tidak semua pihak 

penyewa mampu memberikan upah pada saat lahan tersebut selesai di 

bajak.  

Ketentuan kelima terkait dengan barang yang disewa. Dalam 

ketentuan di dalam fatwa pada poin satu dan dua disebutkan bahwa barang 

yang disewa harus berupa barang yang dapat di manfaatkan, manfaatnya 

dibenarkan secara syariah dan dapat diserahterimakan. Dalam hal ini pada 

praktik akad ija>rah atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran barang sewaan 

berupa mesin traktor yang diperbolehkan dan dapat diserahterimakan. 

Ketentuan keenam terkait manfaat dan waktu sewa. Pada poin satu 

sampai tiga pada ketentuan ini menyebutkan bahwa manfaat harus yang 

dibenarkan oleh syariah, manfaatnya dapat diketahui dan jangka waktu 

yang disepakati. Dalam hal ini pada praktik akad ija>rah atas jasa bajak 

sawah di Desa Pakikiran manfaat yang diterima berupa tanah yang siap 

ditanami, hal tersebut tidak dilarang oleh syariah dan diketahu dari awal 

oleh semua pihak. Terkait jangka waktu baik dari pihakpemberi jasa 

maupun pihak petani tidak menentukan waktu pengerjaan namun petani 

hanya menyebutkan kapan dia akan tanam. Kebiasaan yang terjadi di Desa 

Pakikiran para pemberi jasa sudah menyelesaikan tugasnya satu minggu 

sebelum tanggal tanam lahan tersebut. 
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Ketentuan ketujuh terkait pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi 

jasa. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan atau jasa harus 

berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah, diketahui jenisnya 

spesifikasi serta jangka waktu pengerjaan dan sesuai dengan tujuan akad. 

Dalam hal ini pada praktik akad ija>rah atas jasa bajak sawah di Desa 

Pakikiran bahwa pekerjaan atau jasa tersebut merupakan pekerjaan yang 

dibolehkan oleh syariah dimana semua pihak mengetahui jenis, spesifikasi 

serta jangka waktu pengerjaan dari pekerjaan tersebut dan sesuai dengan 

tujuan akad yaitu untuk membajak sawah guna menciptakan tanah yang 

gembur dan siap tanam. 

Ketentuan kedelapan terkait upah, pada poin satu sampai tiga 

disebutkan mengenai upah, kualitas, kuantitas dan sistem pembayarannya. 

Pada sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran upah berupa uang 

sebesar 130.000 ribu rupiah untuk 50 ubin yang disepakati dibayar setelah 

selesai pembajakan sawah dilakukan. Namun pada kenyataannya, masih 

terdapat para petani yang membayar upah dengan cara menangguhkan dan 

ada juga yang menyicil. Kebanyakan dari pihak petani membayar upah 

setelah selesai masa tanam dikarenakan uang yang dimiliki digunakan 

untuk biaya tanam terlebih dahulu karena jika tidak didahulukan 

dikhawatirkan akan gagal tanam dan gagal panen.  

Berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017 diatas dapat dipahami bahwa praktik akad ija>rah terhadap 

jasa bajak sawah di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten 
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Banjarnegara masih terdapat kecacatan. Kecacatan tersebut terdapat dalam 

kemampuan penyewa untuk membayar upah kepada pemberi jasa tepat 

waktu pada saat pekerjaan telah selesai. Meskipun dalam fatwa tersebut 

disebutkan juga mengenai sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara 

tunai, bertahap ataupun ditangguhkan, namun harus sesuai dengan 

kesepakatan yang dibentuk.  Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi 

pihak pemberi jasa. Untuk menghindari terjadinya kecacatan tersebut 

sebaiknya sedari awal terjadinya akad dari pihak pemilik lahan 

menyampaikan terkait kesanggupannya mengenai waktu pembayaran. 

Apabila terjadi kecacatan semacam itu maka praktik yang terjadi tentu 

kurang sesuai dengan ketetuan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI 

Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu pihak Majelis Ulama Indonesia 

sebaiknya meninjau kembali dan terjun kelapangan secara langsung untuk 

mengetahui secara pasti dan nyata bagaimana praktik ija>rah ini terjadi di 

masyarakat agar lebih sesuai dan mendatangkan kemudahan dan kebaikan 

terhadap praktik-praktik yang terjadi.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penilitian yang dilakukan penulis dan sesuai dengan apa 

yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada praktik akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, 

untuk menyewanya cukup melakukan akad dengan pihak pemberi jasa 

baik secara lisan ataupun mu’athah dan akad ini tidak harus dilakukan 

dirumah para pihak tetapi juga dapat dilakukan saat para pihak bertemu 

disawah. Penentuan upah didasarkan pada luas lahan yang dibajak. Untuk 

pembayaran upah yang disepakati diberikan pada saat lahan telah selesai 

dibajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat kecacatan karena para 

petani sebagai pihak penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk 

membayar pada saat sawah selesai dibajak. Alasan petani tidak membayar 

sesuai kesepakatan awal dikarenakan uang dialihkan untuk biaya tanam 

agar menghindari adanya gagal tanam karena kekurangan air. Ujrah atas 

jasa bajak sawah di Desa Pakikiran berupa uang yang berlaku, dimana 

diketahui jumlah upahnya dengan cara penjelasan dari pihak pemberi jasa.  

2. Praktik akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran ditinjau 

dari hukum Islam maka hukumnya sah karena rukun dan syaratnya sudah 

terpenuhi. Meskipun dalam praktiknya ditemukan kecacatan pada proses 

pembayaran  upah  yang  tidak  sesuai  kesepakatan  awal,  namun  karena 
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3. apabila kedua belah pihak sudah sama-sama ridha dan hal tersebut untuk 

menghindari kemafsadatan maka hal tersebut dibolehkan. Kemafsadatan 

yang dihindari disini adalah gagal tanam karena kurang air. Selain itu juga 

karena dalam hal pengupahan sudah sesuai ketentuan dan syarat yang ada. 

Dalam Fatwa DSN  MUI  Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad. 

ija>rah, terdapat ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan pada 

penelitian ini yaitu terdapat pada ketentuan keempat terkait kemampuan 

penyewa dan ketentuan kedelapan terkait upah. Penyewa pada praktik 

akad ija>rah terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran belum memenuhi 

beberapa ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut karena masih 

terdapat petani sebagai pihak penyewa yang belum memiliki kemampuan 

untuk membayar upah pada waktu yang disepakati waktu awal.  

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk pemberi jasa yang melakukan akad dengan petani sebaiknya 

menerapkan sistem pembayaran dengan beberapa jenis. Sistem 

pembayaran yang dapat digunakan antara lain tunai, cicil atau 

menangguhkan. Sistem pembayaran, waktu dan besaran upah yang harus 

dibayar sebaiknya disepakati pada saat awal akad. 

2. Untuk pihak petani sebagai penyewa sebaiknya melakukan kesepakatan 

mengenai kesanggupan membayar upah pada saat awal akad. 
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Menerangkan kapan waktu kemungkinan sanggup untuk membayar upah 

jasa tersebut dan berusaha untuk menepati atas kesepakatan yang dibuat. 

3. Untuk kelompok tani sebaiknya membuat sistem tabungan dimana setiap 

petani setor uang setiap selesai panen atau di hari lain dimana nantinya 

uang tersebut diambil guna kepentingan perawatan lahan salah satunya 

untuk upah jasa bajak sawah tersebut.
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Lampiran 1 

Surat Izin Riset Individual 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

Pedoman Wawancara Pembajak Sawah 

PEDOMAN WAWANCARA PEMBAJAK SAWAH 

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pembajak? 

2. Ketika Saudara menjadi pembajak, siapakah yang meminta saudara menjadi 

pembajak, pihak penyewa atau pemilik traktor? 

3. Bagaimana Penetapan upah jasa bajak sawah? 

4. Bagaimana sitem pembayaran sewa mesin traktor? 

5. Berapa harga sewa mesin traktor? 

6. Dengan siapa saja saudara melakukan akad? 

7. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa bajak yang disepakati? 

8. Apakah semua petani melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan? 

9. Berapa persen petani yang dapat membayar tepat waktu? 

10. Mengenai kerusakan pada alat bajak, siapa yang bertanggung jawab dan dana 

yang digunakan berasal dari mana? 

11. Apakah ada batas waktu pengerjaan yang diberikan petani kepada saudara?



 
 

 
 

Lampiran 3 

Pedoman Wawancara Petani 

PEDOMAN WAWANCARA PETANI 

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis? 

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

4. Berapa luas lahan yang saudara garap? 

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah? 

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah? 

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik? 

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan?



 
 

 
 

Lampiran 4 

Pedoman Wawancara Pemilik Traktor 

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK TRAKTOR 

1. Mesin bajak sawah ada sejak kapan? 

2. Sistem pembayaran sewa mesin bajak sawah tersebut bagaimana? 

3. Biaya yang disetorkan apakah disepakati dengan persentase tertentu? 

4. Biaya kerusakan yang terjadi pada mesin ditanggung oleh siapa? 

5. Apakah ada batas waktu sewa yang ditentukan? 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 

Hasil Wawancara Pembajak Sawah 

HASIL WAWANCARA PEMBAJAK SAWAH 

Narasumber   : Bapak Kasiran Hadi Rianto 

Tanggal Pelaksanaan : 28 Januari 2023 

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pembajak? 

Sekitar tahun 2009 

2. Ketika Saudara menjadi pembajak, siapakah yang meminta saudara menjadi 

pembajak, pihak penyewa atau pemilik traktor? 

Dulu saya disuruh sama pak lurah teguh untuk menggunakan traktor, ehh 

sampe sekarang. Kalau sekarang ya yang minta buat mbajak sawah dari petani 

bilang kesaya. 

3. Bagaimana Penetapan upah jasa bajak sawah? 

Harga umumnya ya 130 ribu per 50 ubin 

4. Bagaimana sitem pembayaran sewa mesin traktor? 

Sistemnya ya bayar setelah selesai musim bajak, setoran.  

5. Berapa harga sewa mesin traktor? 

Kesepakatan pada saat setor si, musim kemaren ya setor satu juta rupiah, 

musim ini ya nanti menyesuaikan pendapatan, luas lahan yang digarap juga 

jadi pengaruh nilai setoran. 

6. Dengan siapa saja saudara melakukan akad? 

Ya dengan petaninya yang minta di bajak. 

7. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa bajak yang disepakati? 

Sistemnya ya bayar setelah sawah selesai di bajak. 

8. Apakah semua petani melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan? 

Sebagian besar bayarnya pada saat selesai masa tanam. 

9. Berapa persen petani yang dapat membayar tepat waktu? 

Ya kurang dari 50% dari jumlah keseluruhan. 

 



 
 

 
 

10. Mengenai kerusakan pada alat bajak, siapa yang bertanggung jawab dan dana 

yang digunakan berasal dari mana? 

Kerusakan kecil ditanggung saya menggunakan uang bayaran dari petani yang 

menyewa, kalau rusak mesin baru yang punya yang mbenerinnya. 

11. Apakah ada batas waktu pengerjaan yang diberikan petani kepada saudara? 

Tidak ada,  paling ngasih tahu kapan akan mulai tanam padinya.



 
 

 
 

Lampiran 5 

Hasil Wawancara Pembajak Sawah  

HASIL WAWANCARA PEMBAJAK SAWAH 

Narasumber   : Bapak Sarkun 

Tanggal Pelaksanaan : 27 Januari 2023 

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pembajak? 

Mulai aktif waktu lurah Teguh sekitar tahun 2010 

2. Ketika Saudara menjadi pembajak, siapakah yang meminta saudara menjadi 

pembajak, pihak penyewa atau pemilik traktor? 

Awalnya saya ditawarkan sama pemilik traktor untuk menggunakan traktor 

miliknya. Terus ada petani yang minta saya untuk membajak sawahnya jadi 

saya bawa mesin itu untuk membajak. 

3. Bagaimana Penetapan upah jasa bajak sawah? 

Sekarang yang saya hargai 130 ribu per 50 ubin, tapi itu ya kadang ada yang 

nego. 

4. Bagaimana sitem pembayaran sewa mesin traktor? 

Pembayarannya setoran saat selesai musim bajak. 

5. Berapa harga sewa mesin traktor? 

Harga sewa menyesuaikan setiap musim bajaknya. Dulu pernah satu juta lima 

ratus rupiah, tapi lahan sawah yang dibajak tiap tahun kan berubah-ubah 

luasnya, jadi setoran biaya sewanya juga menyesuaikan, turun jadi satu juta, 

itu juga karena kalau setorannya tetap itungannya saya kerja sehari tidak sampe 

50 ribu upahnya. Ya itu jadi kesepakatan nanti ketika setoran. 

6. Dengan siapa saja saudara melakukan akad? 

Dengan pemilik taktor untuk sewa mesinnya, sama petani untuk sewa 

menyewa jasa sayanya. 

7. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa bajak yang disepakati? 

Pembayaran dilakukan setelah sawah selesai dibajak 

 

 



 
 

 
 

8. Apakah semua petani melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan? 

Ya ada yang bayar setelah sawah selsai dibajak, tetapi paling banyak bayar 

setelah selesai musim tandur. 

9. Berapa persen petani yang dapat membayar tepat waktu? 

Ya sekitar 40% 

10. Mengenai kerusakan pada alat bajak, siapa yang bertanggung jawab dan dana 

yang digunakan berasal dari mana? 

Ya kalau kerusakan ringan ya saya yang bertanggungjawab memperbaiki 

menggunakan dana dari petani yang bayar upah, kalau kerusakan berat ya dari 

pemilik, tapi sedari saya bekerja sampai sekarang alhamdulillah belum pernah 

yang sampe rusak parah, paling ganti yang kecil-kecil seperti baud. 

11. Apakah ada batas waktu pengerjaan yang diberikan petani kepada saudara? 

Tidak ada, petani hanya mengabarkan kapan mereka akan tanam, misal si A 

tanam hari Selasa, si B tanam hari Kamis seperti itu.



 
 

 
 

Lampiran 6 

Hasil Wawancara Petani 

HASIL WAWANCARA PETANI 

Narasumber   : Bapak Karyono 

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023 

 

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Di Desa Pakikiran itu dilakukan pembagian wilayah untuk tiap orang yang mau 

membajak dengan jumlah 4 traktor satu desa kemudian dibagi oleh himpunan 

tani kepada mereka yang akan membajak sawah.  

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis? 

Lisan kepada yang akan membajak 

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Biar lebih hemat dan cepat dari pada dicangkul. 

4. Berapa luas lahan yang saudara garap? 

Saya garap 700 m2 

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah? 

Pada awal Rp. 1.300.000 perhektar, namun kalau ada kenaikan harga 

BBM (bahan bakar minyak) pembayaran ikut naik. Normalnya ya 

Rp.1.300.000 perhektar 

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah? 

Bayar kalau sudah selesai bajak, kadang ya juga setelah selesai tanam 

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik? 

Ya tidak, hanya kepada pembajak 

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan? 

Hanya memberitahu tanggal tanamnya, biasanya saya meminta satu minggu 

sebelum tanggal tanam  sawah sudah selesai dibajak.



 
 

 
 

Lampiran 6 

Hasil Wawancara Petani 

HASIL WAWANCARA PETANI 

Narasumber   : Bapak Parikun 

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023 

 

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Ya yang kejatah mbajak sawah saya sesuai kesepakatan himpunan tani waktu 

musyawarah. 

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis? 

Bilang ke yang mau garap, tapi ga selalu bilang setiap musimnya, saya bilang 

minta tolong sekalian untuk seterusnya, jadi ga selalu bilang kalau musim 

bajak. 

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Cepet dan hemat biaya dari pada nyangkul sendiri. 

4. Berapa luas lahan yang saudara garap? 

Luasnya setengah bau. 

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah? 

Ya musim kemaren 130 ribu per gunggung 10 

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah? 

Ya sepunyanya uang, kalau sudah punya ya bayar, tapi ya engga selalu setiap 

selesai dibajak sawahnya. 

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik? 

Ya tidak, hanya dengan pekerja bajaknya saja. 

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan? 

Tidak lah, kalau sudah selesai dibajak ya tanam, kalau belum ya belum begitu 

saja sii



 
 

 
 

Lampiran 6 

Hasil Wawancara Petani 

HASIL WAWANCARA PETANI 

Narasumber   : Bapak Natim 

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023 

 

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Sesuai yang dibagi sama desa si. 

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis? 

Kan anu sudah biasa, jadi ga selalu ngomong. Biasanya tukangnya langsung 

ke sawahnya, kan sudah dibagi si lahannya, nanti bilangnya kalau ketemu di 

sawah buat minta tolong itu sawah dibajak. 

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Lebih irit waktu, tenaga dan biaya. 

4. Berapa luas lahan yang saudara garap? 

64 ubin yang digarap 

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah? 

130 ribu per 50 ubin, jadi kemaren 180 untuk seluruhnya. 

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah? 

Ya bayar kalau sudah selesai dibajak tapi ya tidak pasti pas pada waktu itu si. 

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik? 

Tidak. 

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan? 

Tidak bilang si, seselesainya yang mbajak.



 
 

 
 

Lampiran 6 

Hasil Wawancara Petani 

HASIL WAWANCARA PETANI 

Narasumber   : Bapak Ramin Sutaryo 

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023 

 

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Sesuai yang kebagian lahan di sawah saya yang dibagi dari kesepakatan desa. 

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis? 

Kan anu sudah biasa, waktu musim bajak ya turun kesawah, jadi tidak selalu 

harus bilang minta untuk dibajak, karena sudah ada pembagian lahannya 

masing-masing si. 

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Mengirit waktu dari pada di cangkul 

4. Berapa luas lahan yang saudara garap? 

Sekitar 5 bau 

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah? 

130 ribu per gunggung 10 

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah? 

Bayar setelah musim tanam, uangnya digunakan buat tanam dulu si. Seringnya 

ya nyicil. 

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik? 

Ya tidak 

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan? 

Tidak , bilang tanggal tanamnya saja.



 
 

 
 

Lampiran 6 

Hasil Wawancara Petani 

HASIL WAWANCARA PETANI 

Narasumber   : Bapak Rasmin 

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023 

 

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Kepada pembajak yang kbagian wilayah di sawah saya sesuai pembagian dari 

desa. 

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis? 

Kadang-kadang ya bilang secara lisan, kadang-kadang ya yang mau membajak 

sudah datang kesawah dulu, baru ketemu di sawah bilang di sawah. 

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah? 

Lebih irit dan cepat. 

4. Berapa luas lahan yang saudara garap? 

150 ubin 

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah? 

Setiap ada kenaikan BBM ya biaya bajak sawah ya naik. Musim ini ya 130 ribu 

per gunggung 10 

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah? 

Ya setelah selesai bajak, tapi ya kadang tidak mesti 

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik? 

Tidak  

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan? 

Tidak, Cuma bilang kapan akan mulai tanamnya. 



 
 

 
 

Lampiran 7 

Hasil Wawancara Pemilik Traktor 

HASIL WAWANCARA PEMILIK TRAKTOR 

Narasumber   : Bapak Tursin 

Tanggal Pelaksanaan : 27 Januari 2023 

 

1. Mesin bajak sawah ada sejak kapan? 

Mesin traktor ini sudah ada sejak sekitar 13 tahun yang lalu, kira-kira tahun 

2005.  

2. Sistem pembayaran sewa mesin bajak sawah tersebut bagaimana? 

Pembayaran dilakukan pada saat selesai pengerjaan pembajakan, sistemnya 

setoran. 

3. Biaya yang disetorkan apakah disepakati dengan persentase tertentu? 

Tidak ditentukan, karena hasil yang didapat juga tidak menentu, kadang kalau 

tidak turun kesawah buat bajak ya kan tidak setor. 

4. Biaya kerusakan yang terjadi pada mesin ditanggung oleh siapa? 

Yang menanggung dari pihak yang menjalankan, menggunakan uang 

perolehan biaya sewa dari petani. 

5. Apakah ada batas waktu sewa yang ditentukan? 

Tidak ada, kalau sudah selesai ya dikembalikan kesini. 



 
 

 
 

Lampiran 8 

Dokumentasi 
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